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 ABSTRAK 
 
Fhatimatuz Zehroil Batul. D0114054. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA 
DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA 
TEGALREJO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret, 
September 2018. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan 
dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan teori Matland untuk 
mengetahui efektivitas dana desa, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat 
target, tepat lingkungan serta tepat proses. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen serta Desa 
Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen secara khususnya. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, mengkaji dokumen dan arsip, serta observasi. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas kebijakan dana desa 
di Desa Tegalrejo dinilai tepat. Dari “lima tepat” menurut Matland, diperoleh 
hasil bahwa; Tepat Kebijkan, dengan adanya kebijakan dana desa masyarakat 
Tegalrejo telah menerima dan menikmati manfaatnya. Yakni akses masyarakat 
Tegalrejo dalam sehari-hari lebih mudah. Tepat Pelaksanaan, bahwa pemerintah 
desa Tegalrejo telah melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat, 
pemerintah kota/kabupaten Sragen dan pihak swasta. Tepat Target, bahwa 
pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan target di APBDes. Tepat 
Lingkungan, koordinasi yang dilakukan pemerintah desa Tegalrejo dengan 
masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten Sragen telah baik. Serta di lingkungan 
eksternal kebijakan media massa telah memberikan infomasi terkait 
pembangunan-pembangunan di Desa Tegalrejo. Sedangkan di Tepat Proses, 
Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa sudah memahami maksud dan 
tujuan kebijakan Dana Desa. Kebijakan Dana Desa ini diterima dan dilaksanakan 
sesuai dengan tujuan dari kebijakan dana desa. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan 
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ABSTRAC 
 
Fhatimatuz Zehroil Batul. D0114054. EFFECTIVENESS OF VILLAGE 
FUNDS POLICY IN IMPROVING DEVELOPMENT IN TEGALREJO 
VILLAGE, GONDANG DISTRICT, SRAGEN REGENCY. Thesis. Surakarta: 
Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University, September 
2018. 
 
 
 This study aims to find out how the effectiveness of village fund policy 
in improving development in Tegalrejo Village, Gondang District, Sragen 
Regency. This study uses Matland's theory to find out the effectiveness of village 
funds, namely the right policy, right implementation, right target, right 
environment and right process. 
 This research is a qualitative descriptive study carried out in the 
Community and Village Empowerment Office of Sragen Regency and Tegalrejo 
Village in Gondang District, Sragen Regency in particular. The sampling 
technique uses purposive sampling. Data collection is done by interviewing, 
reviewing documents and archives, as well as observations. Data validity using 
source triangulation. Data analysis techniques using interactive analysis models. 
 The results of this study indicate that the effectiveness of the village 
fund policy in Tegalrejo Village is considered appropriate. From "five right" 
according to Matland, obtained results that; Right Wisdom, with the Tegalrejo 
community fund village policy has received and enjoyed the benefits. That is, the 
access of the Tegalrejo people in everyday life is easier. Exactly Implementation, 
that the Tegalrejo village government has carried out good cooperation with the 
community, the Sragen city / regency government and the private sector. Right 
Target, that the development carried out is in accordance with the target in the 
APBDes. Environmentally appropriate, the coordination of the Tegalrejo village 
government with the people and the city / district government of Sragen has been 
good. As well as in the external policy, the mass media has provided information 
related to developments in Tegalrejo Village. Whereas in the Right Process, 
district / city, sub-district and village governments have understood the intent and 
purpose of the Village Fund policy. This Village Fund Policy is accepted and 
implemented in accordance with the objectives of the village fund policy. 
 
 
Keywords: Effectiveness, Village Funds, Development 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi 
nasional tertentu untuk mencapai kondisi nasional yang lain yang lebih baik. 
Keberhasilan pembangunan nasional diawali dari pembangunan paling bawah 
yaitu pembangunan desa. Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang 
menjadi permasalahan di Indonesia, terutama pedesaan. Masyarakat desa dinilai 
lebih membutuhkan pembangunan dilihat dari factor ekonomi. Berbicara tentang 
pembangunan desa, maka tidak terlepas dari keuangan desa. Pada mulanya, 
sumber keuangan desa bersifat tradisional sehingga tidak memberikan kepastian 
untuk dapat digunakan menggerakkan roda organisasi. Desa tidak memiliki 
kewenangan menungut pajak dan retribusi atas namanya sendiri. 
Dengan demikian, pemerintah yang memiliki fungsi pengaturan dan 
fungsi pembangunan, mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi pemerintah desa 
untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan mengurus tata 
pemerintahan serta melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan 
1 
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kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas 
Nawa Cita pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Didalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah 
memposisikan desa sebagai fokus utama dalam pembangunan. 
Agenda tersebut telah didukung dengan dikeluarkannya kebijakan 
Pemerintah Pusat mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan  Dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian setiap desa 
berpotensi mendapatkan dana transfer sampai dengan 1 (satu) miliar rupiah, 
tergantung pengalokasian anggaran setiap masing-masing desa. Realisasi dana 
desa ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan 
publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar 
desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 
masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan 
Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan 
dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas 
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penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai 
tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: 
a) Pemenuhan kebutuhan dasar 
b) Pembangunan sarana dan prasarana desa 
c) Pengembangan potensi ekonomi local 
d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 
Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 
dinyatakan bahwa jumlah desa yang telah memiliki kode wilayah administrasi 
desa yaitu sebanyak 74.754 desa. Sedangkan berdasarkan pada BPS yang 
diperbarui pada 2016, Potensi Desa (Podes) 2014 terdapat 73.709 desa dari total 
82.190 Desa/Kelurahan/UPT (Unit Pelaksana Teknis). Berbeda dengan Indeks 
Desa Membangun (IDM), menurut IDM terdapat lima klasifikasi status desa, 
yaitu Desa maju, mandiri, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Indeks 
Desa Membangun ini merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi 
sosial, ekonomi, dan budaya. Indeks ini dikembangkan sebagai upaya pencapaian 
sasaran pembangunan desa karena sasaran pembangunan memerlukan kejelasan 
dan status perkembangannya. Adapun perhitungan IDM menurut Potensi Desa 
2014 dihasilkan data sebagai berikut : 
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                  Tabel 1.1 Jumlah dan Klasifikasi Desa Berdasar status IDM 
            Tahun   2015  di Indonesia 
Status Desa Jumlah Desa 
Desa Sangat Tertinggal 13.453 
Desa Tertinggal 33.592 
Desa Berkembang 22.882 
Desa Maju 3.608 
Desa Mandiri 174 
Jumlah 73.709 
Sumber : Indeks Desa Membangun 2015 
 
 
Gambar 1.1 Jumlah dan Klasifikasi Desa Berdasar Status IDM  
Tahun 2015 di Indonesia 
Sumber : Indeks Desa Membangun 2015 
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Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, penerima anggaran dana desa 
terbesar yang diberikan oleh negara terus terpusat dipulau Jawa. Dari 5 provinsi 
di pulau jawa yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan jawa timur 
diperoleh fakta bahwa selama 3 tahun di implementasikannya Dana desa Jawa 
Tengah merupakan satu-satu provinsi penerima anggaran dana desa terbesar di 
pulau Jawa hingga se-Indonesia. Pada tahun 2015 Jawa Tengah menerima 
anggaran dana desa sebesar Rp. 2.228,89 M. Tahun 2016 kembali menerima 
anggaran dana desa terbesar yakni 5.002,18 M. Sedangkan pada tahun 2017 
mengalami peningkatan sebesar  Rp. 6.584,44 M. 
                  Gambar 1.2 Peta Sebaran Realisasi Dana Desa per Provinsi  
                 Tahun 2015-2017 
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Sumber : tirto.id 
Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terlihat anggaran Dana Desa 
terus mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran dan realisasi ini sesuai 
dengan arah kebijakan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. Dalam UU tersebut disebutkan pemerintah secara bertahap akan 
meningkatkan alokasi dana desa dan pada 2017 ditargetkan alokasi Dana Desa 
mencapai 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. 
Namun disamping itu, adanya kewenangan desa yang lebih besar menjadikan 
Kepala Desa juga memiliki kewenangan yang besar, termasuk dalam mengelola 
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keuangan dan aset desa. Sesuai Pasal 26 Ayat 1 UU Desa mengatakan 
bahwasanya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pengakuan dan perhatian sangat 
besar yang diberikan kepada kepala desa, pendanaan yang diberikan kepada 
desapun meningkat. Gambar grafik dibawah ini menggambarkan peningkatan 
dana yang ditransfer oleh pemerintah lewat APBN untuk 74.754 Desa (434 
Kabupaten/Kota). 
 
Gambar 1.3 Grafik Transfer Dana untuk Desa Tahun 2015-2018*  
                      (dalam Triliun Rupiah) 
 
Sumber : Wardiana (2017), dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-
LAN tanggal 6 Apri 2017 
*Keterangan : Transfer dana desa untuk tahun 2018 masih sebatas 
wacana 
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Selain itu tabel dibawah ini menunjukkan rata-rata dana desa yang 
dialokasikan untuk setiap desa. 
 
                        Tabel 1.2   Rata-Rata Dana Desa per Desa Tahun 2015-2017 
                                                 (dalam Rupiah) 
 
Tahun Dana Desa Rata-Rata Dana Desa  
per Desa 
2015 20,76 T 280,3 Juta 
2016 46,98 T 643,6 Juta 
2017 60 T 800,4 Juta 
Sumber : Sanusi (2017), dipaparkan padaDialog Media PKSANHAN-LAN 
tanggal 6      April 2017 
 
Dari Gambar 1.3 dan Tabel 1.2 , dapat dilihat bahwa desa memiliki dana 
yang melimpah. Dana sebesar itu membuat peran dan tanggung jawab 
pemerintah desa semakin besar pula. Penggunaan dana desa diperioritaskan 
untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa 
serta pemberdayaan masyarakat desa sendiri. Sehingga, pemerintah desa harus 
mampu menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam 
pengolahan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan 
menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi penyalahgunaan 
anggaran dalam pelaksanaan kebijakan dana desa sangat memungkinkan terjadi 
apabila tidak diimbangi dengan manajerial yang baik serta pengawasan yang 
9 
 
ketat. Dalam pengelolaan dana desa setidaknya terdapat beberapa peroses yang 
dilalui mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Dalam setiap 
proses tersebut terdapat potensi penyelewengan, yaitu : 
1. Perencanaan (RPJMdes, RKPdes, APBdes): dalam perencanaan rawan elit 
capture, rencana penggunaan anggaran tidak sesuai Pasal 100 PP 47 tahun 
2015 yang mengamanatkan 70% pembangunan, 30% operasional;  
2. Pelaksanaan kegiatan (pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan): 
dalam tahapan ini rawan nepotisme, tidak transparan, dan korupsi;  
3. Penyaluran (dalam bentuk barang/ jasa) dan pengelolaan: dalam penyaluran 
dan pelaporan rawan mark up, tidak transparan, rekayasa, dan korupsi;  
4. Pertanggungjawaban: dalam pertanggungjawaban rawan rekayasa laporan 
(laporan fiktif) dan tidak transparan;  
5. Monitoring dan evaluasi: dalam tahapan ini rawan formalitas, administratif, 
dan terlambat dalam mendeteksi korupsi.  
 
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch 
(ICW), fenomena korupsi di daerah semakin luas setelah pemerintah pusat 
mengimplementasikan alokasi dana desa. Berdasarkan laporan ICW tersebut, 
pada 2016, dana desa masuk dalam lima besar sektor yang dikorupsi. 
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2016 terdapat 
219 kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten dengan nilai kerugian 
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negara sebesar Rp 478 miliar. Diikuti oleh Pemerintah Kota sebanyak 73 kasus 
dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 247 miliar. Sedangkan 62 kasus 
korupsi terjadi di Pemerintah Desa, dengan nilai kerugian sebesar Rp 18 miliar. 
Berdasarkan data ICW tahun 2017, sekitar 60% tersangka korupsi pada 
tahun 2016 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Aktor kedua terbanyak adalah 
pelaku swasta di mana sebagian besar mereka terlibat dalam manipulasi tender 
dan penyuapan. Sementara masyarakat dan kepala desa menjadi aktor ketiga 
yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi sebanyak 61 orang. 
         Gambar 1.4   Tersangka Korupsi di Indonesia Tahun 2016 
 
Sumber : Husodo (2017),dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-LAN 
tangga 6 April 2017 
 
Dari data diatas,  dapat dikatakan Pemerintah Desa kini menjadi salah 
satu lembaga baru yang mulai rentan terjadi praktik korupsi. Korupsi yang terjadi 
di Pemerintah Desa terutama setelah berlakunya kebijakan alokasi dana desa dari 
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Pusat.  Berdasarkan data ICW tahun 2017, dari berbagai kasus korupsi di Desa 
yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum, modus korupsi di Desa di antaranya 
adalah pertanggungjawaban fiktif; mark up; pinjam-meminjam uang desa; 
peralihan aset desa menjadi aset pribadi; penyelewengan anggaran untuk 
kepentingan pribadi; penyimpangan anggaran publik dialihkan untuk 
kepentingan aparat Desa; dan permainan proyek. 
Menurut Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Pusat pada 
tahun 2017 mengungkapkan bahwa tidak pidana korupsi akibat penyalahgunaan 
dana desa sudah menyebar di seluruh daerah dengan berbagai modus berbeda 
termasuk di Jawa Tengah. Namun penyalahgunaan tersebut masih bisa 
menimalisir dengan bentuk pencegahan. Akan tetapi ada dua daerah di Jawa 
Tengah yang hingga saat ini masih tercium indikasi tindak pidana korupsi 
tersebut, yakni Sragen dan Semarang. Karena selama ini Sragen menjadi ‘pilot 
project’ layanan terpadu dengan sistem IT. Pada tahun 2017, 21 desa di 
Kabupaten Sragen terindikasi korupsi dana desa. Menurut data yang diperoleh 
oleh Inspektur Inspektorat Sragen 21 desa tersebut terdapat pada beberapa 
kecamatan di kabupaten Sragen. Yaitu desa yang berada di Kecamatan 
Mondokan, Kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Gondang 
dan Kecamatan Tanon. Selain itu, Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) 
melansir sebanyak 25 desa di Kabupaten Sragen diketahui masih nunggak pajak 
dana desa (DD) Tahun 2016. (www.solopos.com).  
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Pada tahun 2017 Kabupaten Sragen menerima dana desa sejumlah 
160.952.196.000. Nominal tersebut diperuntukkan untuk 196 desa yang ada di 
Kabupaten Sragen yang terbagi atas 20 kecamatan. Sehingga masing-masing 
desa mendapatkan dana desa tersebut kisaran 800-900 juta rupiah.  Dari 20 
kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen Kecamatan Tanon merupakan 
kecamatan dengan penerima dana desa tertinggi pada tahun 2017 yaitu 
13.185.320.000. Sedangkan Kecamatan Sragen sebagai kecamatan penerima 
dana desa terendah se-Kecamatan Sragen pada tahun 2017 yaitu  1.638.641.000. 
 
 
     Tabel 1.3  Penerima Dana Desa per-Kecamatan 
          di Kabupaten Sragen Tahun 2017 
 
No Nama Kecamatan Jumlah Dana Desa 
Diterima 
1 Kalijambe Rp.             11.484.795.000 
2 Plupuh Rp.             11.287.419.000 
3 Masaran Rp.             10.721.753.000 
4 Kedawung Rp.               8.270.329.000 
5 Sambirejo Rp.               7.301.886.000 
6 Gondang Rp.               7.423.608.000 
7 Sambungmacan Rp.               7.581.686.000 
8 Ngrampal Rp.               6.593.442.000 
9 Karangmalang Rp.               6.593.036.000 
10 Sragen Rp.               1.638.641.000 
11 Sidoharjo Rp.               9.715.740.000 
12 Tanon Rp.             13.185.320.000 
13 Gemolong Rp.               7.996.800.000 
14 Miri Rp.               8.122.635.000 
15 Sumberlawang Rp.               9.283.023.000 
16 Mondokan Rp.               7.539.887.000 
17 Sukodono Rp.               7.292.645.000 
18 Gesi Rp.               5.656.471.000 
19 Tangen Rp.               5.790.605.000 
13 
 
20 Jenar Rp.               5.839.469.000 
 Jumlah Rp.           160.952.196.000 
 
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen 
 
Tabel 1.4  Penerima Dana Desa di Kecamatan Gondang Tahun 2017 
 
No Nama Desa Jumlah Dana Desa 
Diterima 
1 Srimulyo Rp.                    854.907.000 
2 Tegalrejo Rp.                    816.205.000 
3 Tunggul Rp.                    813.160.000 
4 Glonggong Rp.                    811.940.000 
5 Kaliwedi Rp.                    816.909.000 
6 Wonotolo Rp.                    835.357.000 
7 Plosorejo Rp.                    802.071.000 
8 Gondang Rp.                    825.552.000 
9 Bumiaji Rp.                    847.507.000 
 Jumlah Rp.                7.423.608.000 
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen 
 
  
Dari data diatas, dapat dilihat bahwasanya penerimaan Dana Desa yang 
diterima masing-masing desa di angka yang relatif sama yaitu kisaran 800-900 
juta rupiah. Meskipun demikian menurut Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan 
Desa Kabupaten Sragen Desa Tegalrejo merupakan satu-satunya desa yang 
menunjukkan kemajuan pesat dibidang pembangunan. Mengingat dulunya Desa 
Tegalrejo ini merupakan desa yang memiliki status desa yang  terbelakang. 
Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian terkait 
efektivitas Dana Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. 
Didalam penelitian ini nantinya peneliti akan melihat sejauh mana efektivitas 
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dana desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dilihat dari 
pelaksanaannya. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Efektivitas Dana Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mendeskripsikan Efektivitas Dana Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat Penelitian ini adalah :  
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan bagi Administrasi Publik  khususnya 
tentang efektivitas pemanfaatan Dana Desa.  
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi 
bagi pelaksanaan Dana Desa, dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa, 
bahan perbandingan kepala desa, serta bagi peneliti sebagai bahan 
pertimbangan utuk melakukan penelitian selanjutnya. 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Penelitian Terdahulu 
Dibawah ini akan disajikan relevansi penelitian terdahulu yang digunakan 
peneliti sebagai referensi dalam melalukan penelitian tentang Efektivitas Dana 
Desa. Referensi yang digunakan ini  terdiri dari penelitian terdahulu tingkat 
internasional maupun nasional, yaitu: 
 
Tabel 2.1. Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian oleh 
Peneliti 
No Judul/Pengarang/
Tahun/ 
Identitas Jurnal 
Metode Hasil Relevansi 
Persamaan Perbedaan 
1 Does the Village 
Fund matter in 
Thailand? 
Evaluating the 
impact on incomes 
and spending/ 
2013/ Jirawan 
Boonperm, Jonatan 
Haughton,Shahidur 
R.Khandker/ 
Journal of Asian 
Economic, Vol. 25, 
Hal 3-16 
Menggunakan 
literature 
review dengan 
menggunakan 
data survey 
sosial ekonomi 
Thailand pada 
tahun 2002 dan 
2004. 
1. Thailand Village 
and Urban 
Community Fund 
(VF) menyediakan 
hampir 2 milyar 
US dolar. Dimana 
satu juta Bath 
untuk setiap desa 
dan distrik kota 
Thailand dengan 
total jumlah 78.000 
daerah. Selain itu 
juga menyediakan 
modal kerja bagi 
balai piutang 
berputar untuk 
bisnis lokal.  
Sama-sama 
mengkaji 
tentang Dana 
Desa. 
1. Penelitian 
terdahulu 
menggunakan 
metode 
panelitian 
literature 
review dengan 
mengggunakan 
data sekunder. 
Sedangkan 
penelitian ini 
menggunakan 
metode 
deskriptif 
kualitatif 
dengan 
purposive 
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2. Dampak yang 
temukan dengan 
menggunakan 
pengaplikasian 
model penyamaan 
skor untuk data 
skala nasional 
ditahun 2004, yang 
mana juga 
ditemukan 
peminjaman VF 
dihubungkan 
dengan 
penambahan 
kepemilikan 
barang-barang 
yang tahan lama. 
Dimana 
kontrasnya, 
mrminjam dari 
Bank Agriculture 
and Agricultural 
Cooperatives 
(untuk Pertanian 
dan Kerjasama 
Pertanian) 
nampaknya punya 
dampak lebih kuat 
dalam pendapatan 
dibanding dalam 
pengeluaran. Bukti 
ini juga 
menunjukkan 
bahwa efek pada 
pembelanjaan (atau 
pendapatan) dari 
peminjaman VF 
adalah yang terkuat 
pada Kuantil-
Kuantil (Quantile) 
yang lebih rendah, 
dan diikuti oleh 
sampling 
2. Penelitian 
terdahulu 
menjelaskan 
bagaimana 
Dana Desa 
diperuntukkan 
untuk rakyat. 
Sedangkan 
pada penelitian 
ini mengkaji 
dari segi 
efektivitasnya.                        
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penghasilan rendah 
rumah tangga yang 
tidak seimbang. 
  
2 Assesing 
effectiveness of 
governance 
approaches for 
sustainable 
consumption and 
production in 
China/2014/Patrick 
Schroeder/ Journal 
of Cleaner 
Production, Vol. 
63, Hal 64-73 
Menggunakan 
kerangka 
analisis empat 
kuadran. 
Penilaian dari 
beberapa ahli dan 
studi kasus 
menunjukkan bahwa 
system pemerintahan 
di Cina untuk 
Sustainable 
Consumption and 
Production (SCP) 
masih 
dipertimbangkan 
dalam banyak aspek 
(tidak efektif). Di 
Cina sendiri 
umumnya 
pendekatan top 
down dapat 
dipertimbangkan 
secar lebih efektif 
dari pendekatan 
buttom up. 
Penelitian 
terdahulu dan 
penelitian ini 
sama-sama 
membahas 
bagaimana 
pencapaian 
efektivitas 
suatu 
program. 
1. Penelitian 
terdahulu 
membahas 
tentang 
efektivitas 
program 
Sustainable 
Consumption 
and Production 
(SCP) di Cina. 
Sedangkan pada 
penelitian ini 
akan membahas 
efektivitas 
program 
pemerintah 
Indonesia yakni 
Dana Desa.           
2. Metode 
penelitian 
terdahulu 
menggunakan 
kerangka 
analisis empat 
kuadran. 
Sedangkan 
penelitian ini 
menggunakan 
metode 
deskriptif 
kualitatif dengan 
purposive 
sampling. 
3. Teori analisis 
efektivitas yang 
digunakan. 
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3 The Obstacles of 
Implementation of 
Village Allocation 
Fund Program in 
the North Konawe 
Southeast 
Sulawesi/2014/Har
di Warsono & 
Ruksamin/ Journal 
of Manajemen and 
Sustainabiliyt, Vol. 
4, No. 3, Hlm 175-
183  
ISSN 1925-4725  
Menggunakan 
proses analisis 
kebijakan 
yaitu: 
identifikasi 
masalah, 
identifikasi 
alternatif, 
pemilihan 
alternatif, lalu 
dipilih 
alternatif yang 
dianggap 
terbaik. 
Penelitian ini 
menjelaskan bahwa 
pengelolaan dana 
desa tidak akan 
terlaksana dan 
terimplementasi 
dengan baik jika 
tidak ada evaluasi 
dalam 
pelaksanaanya. 
Semua kegiatan 
perencanaan dan 
pengajuan 
disampaikan kepada 
Badan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
(BPMD). Fenomena 
ini menunjukkan 
keterlibatan 
masyarakat dalam 
menyelesaikan 
kendala. Pengelolaan 
utama dari 
administrasi desa 
yang belum 
mendapatkan 
formula yang tepat 
terkendala dalam 
keterlibatan 
masyarakat dan 
penyampaian 
aspirasi.hal tersebut 
terkai dengan: 
rendahnya tingkat 
keterlibatan 
masyarakat, 
kemampuan desa 
dalam pengelolaan 
yang rendah dan 
lembaga desa 
lainnya serta 
Sama-sama 
mengkaji  
kebijakan 
Dana Desa. 
Penelitian 
terdahulu  
mengkaji 
implementasi 
Dana Desa, 
sedangakan 
penelitian ini akan 
mengakaji terkait 
efektivitas Dana 
Desa. Selain itu 
terdapat perbedaan 
pada metode 
penelitian. 
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kegagalan 
mekanisme 
sosialisasi dan 
peningkatan 
kapasitas dengan 
BPMD. 
4 Dampak Program 
Dana Desa 
Terhadap 
Peningkatan 
Pembangunan dan 
Ekonomi di 
Kecamatan 
Pineleng 
Kabupaten 
Minahasa/ 2017/  
Feiby Vencentia 
Tangkumahat, 
,Vicky V. J. 
Panelewen 
dan Arie D. P. 
Mirah/ Jurnal Agri-
Sosio Ekonomi 
Unsrat, Vol 13 
No2A :335 - 342                                               
ISSN 1907– 4298 
 
Penelitian ini 
menggunakan 
data primer 
dan sekunder. 
Data primer 
berasal dari 
pengamatan 
dan 
wawancara. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah anggota 
masyarakat 
desa di 
Kecamatan 
Pineleng 
Kabupaten 
Minahasa. 
1. Kebijakan 
Program Dana 
Desa (DD) di 
Kecamatan 
Pineleng 
Kabupaten 
Minahasa berjalan 
cukup baik, hal ini 
terlihat dari 
kegiatan program 
Dana Desa 
berjalan sesuai 
dengan persiapan 
berupa 
penyusunan daftar 
usulan rencana 
kegiatan, 
pelaksanaan setiap 
kegiatan, evaluasi 
kegiatan sampai 
tahap penyusunan 
pertanggungjawab
an. 
2. Perekonomian 
masyarakat di 
Kecamatan 
Pineleng 
meningkat setelah 
adanya program 
Dana Desa. Ini 
disebabkan 
dengan adanya 
peningkatan 
infrastruktur 
berupa 
pembangunan 
Sama-sama 
mengkaji 
program 
Dana Desa. 
Perbedaannya 
pada objek 
 yang diteliti yakni 
dampak dan 
efektivitas.. 
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jalan-jalan 
pertanian maka 
akses untuk 
pengangkutan dari 
lokasi perkebunan 
lebih mudah 
sehingga 
mempercepat 
proses penjualan 
hasil-hasil 
pertanian. 
5 Efektivitas 
Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa  
Dalam Upaya 
Meningkatkan 
Pembangunan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat/ 2017/ 
Dr. Dies Nurhayati, 
M.Pd. / Jurnal 
Pendidikan 
Ekonomi, 
Kewirausahaan, 
Bisnis, dan 
Manajemen 
(JPEKBM), Vol. 1, 
No. 2, hlm. 1-12 
E-ISSN:2581-0707 
Pendekatan 
Kualitatif, 
Phenomenolog
y,Literature 
Review 
Jumlah alokasi dana 
desa 2017 yang telah 
ditetapkan 
pemerintah dalam 
RAPBN 2017 yaitu 
sebesar Rp. 60 
trilyun. Agar 
efektivitas 
pengelolaan alokasi 
dana desa dapat 
tercapai, maka 
diperlukan adanya: 
(a) Integritas dari 
kepala desa dan 
perangkat desa, (b) 
Tata kelola, (c) 
Kapasitas SDM, (d) 
Pengawasan warga. 
Pembangunan desa 
dan pemberdayaan 
masyarakat di-
pengaruhi oleh 
besarnyaserapan 
anggaran dana desa 
yang telah diperoleh. 
Salah satu contoh 
daerah telah yang 
memperoleh dana 
desa adalah 
kabupaten Pasuruan, 
namun masih ada 
Sama-sama 
mengkaji 
kebijakan 
terkait 
keuangan 
Desa. Yaitu 
Alokasi Dana 
Desa (ADD) 
dan Dana 
Desa (DD) 
Jika pada 
penelitian 
terdahulu melihat 
bagaimana 
efektivitas 
pengelolaan, maka 
pada penelitian ini 
akan mengakaji 
bagaimana 
efektifitas 
pelaksanaannya. 
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Dari tabel diatas dapat kita lihat persamaan dan perbedaan dari jurnal 
yang digunakan sebagai literature pendukung dalam penelitian ini. Sehingga 
dapat dilihat bahwa novelty/kebaruan dari penelitian ini, dalam penelitian ini 
akan membahas mengenai bagaimana efektivitas Dana Desa dalam 
meningkatkan pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten 
Sragen dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kebaruan dari 
penelitian ini dapat dilihat dari pengukuran efektivitas yang digunakan. 
Bahwasanya pengukuran efektivitas yang digunakan berbeda dengan penelitian-
penelitian yang digunakan pada referensi jurnal diatas. Dalam mengukur 
efektivitas, penelitian ini mengaplikasikan teori dari Matland, yaitu Tepat 
Kebijakan, Tepat pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan dan Tepat 
Proses.   
B. Efektivitas 
Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam 
istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai 
suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah 
direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena 
adanya proses kegiatan. Menurut James L. Gibson dkk (dalam Harbani Pasolong, 
kendala- kendala 
yang dihadapi dalam 
hal serapan 
anggarannya. 
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2008:4),  mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya 
bersama. Keban (2004:140),  mengatakan bahwa suatu organisasi dapat 
dikatakan efektif apabila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana 
ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara 
para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut 
Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong, 2008:4) mengatakan bahwa 
efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti 
direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya 
hasil. 
Lebih lanjut Effendy mengatakan, efektivitas adalah komunikasi yang 
prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang 
dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan 
(Effendy, 1989). Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa 
indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah 
tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas merupakan daya 
pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk 
mempengaruhi (Susanto, 1975). Menurut pengertian Susanto di tersebut, 
efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang 
telah direncanakan sebelumnya secara matang. Sedangkan menurut Mahmudi 
(2005:92), efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, 
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semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 
semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. 
1. Pengertian Efektivitas Kebijakan 
Menurut Sabda Ali Mifka dan Makmur ( 2011:6), kegiatan dilakukan 
secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakan 
ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. 
Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasanya 
efektivitas sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. 
Sehingga kegiatan dikatakan tidak efektif adalah kegiatan yang selalu 
mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang 
dicapai. Menurut  Nugroho (2008:646), efektivitas kebijakan berkaitan 
dengan teori yang dikembangkan oleh Ricahard Matland (1995) yang disebut 
dengan Matriks Ambiguitas-Konflik yang  merupakan salah satu kriteria yang 
digunakan untuk menentukan keefektifan suatu implementasi kebijakan. 
Implementasi secara administratif adalah implementasi  yang dilakukan dalam 
keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini  mempunyai 
ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah.  
Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dilaksanakan 
secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya 
tinggi.  Implemntasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang 
mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Sedangkan implementasi secara 
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simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan 
konflik tinggi.  
Pada implementasi kebijakan, biasanya kebijakan diturunkan melalui 
program-program. Karena pada dasarnya program merupakan turunan dari 
suatu kebijakan. Dalam Nugroho (2003:158) implementasi kebijakan publik, 
terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi 
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, 
kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, 
implementasi kebijakan pada hakaketnya adalah tindakan (action) intervensi 
itu sendiri.  
Menurut Matland (dalam Nugroho, 2008:650), berdasarkan teori 
implentasi kebijakan pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi 
dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu : 
a. Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat) 
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan  yang 
ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang  
hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah how excellentis the policy. Sisi 
pertama kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan 
sesuai dengan  karakter masalah yang hendak dipecahkan, sisi kedua 
adalah apakah kebijakan  dibuat oleh lembaga yang mempunyai 
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kewenangan (misi kelembagaan) yang  sesuai dengan karakter 
kebijakannya. 
b. Tepat Pelaksanaannya 
Aktor implemntasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga 
lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama 
antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang 
diswastakan (privatization atau contracting out). Kebijakan-kebijakan 
yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai 
derajat politik keamanan yang tinggi, seperti  pertahanan dan keamanan, 
sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan  yang bersifat 
memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan,  
sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat.   
Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, 
seperti  bagaimana perusahaan harus dikelolah, atau dimana pemerintah 
tidak efektif  menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan 
industri-industri berskala  menengah dan kecil yang tidak strategis, 
sebaiknya diserahkan kepada  masyarakat. 
c. Tepat Target 
Ketepatan target berkenaan  dengan tiga hal. Pertama, apakah 
target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak 
ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan 
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intervensi kebijakan lain, ataukah tidak. Kedua adalah kesiapan bukan saja 
dalam arti  secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam 
konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi 
mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi 
kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan 
sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada 
prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak 
efektifnya dengan kebijakan sebelumnya. 
d. Tepat Lingkungan 
 Menurut Nogroho (2008:651), Ada dua lingkungan yang paling 
menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga 
di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan 
lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai 
lembaga endogen, yaitu authoritative arrangement yang berkenaan 
dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, network composition 
yang berkenaan dengan komposisi jejaring  dari berbagai organisasi yang 
terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah  maupun masyarakat, dan 
implementation setting yang berkenaan dengan posisi  tawar-menawar 
antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan 
dengan implementasi kebijakan. 
 Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang 
disebut  Calista Variabel Eksogen, yang terdiri atas public perseption, 
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yaitu persepsi  publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, 
interpretive institution yang  berkenaan dengan interpretasi lembaga-
lembaga strategis dalam masyarakat,  seperti media massa, kelompok 
penekan, dan kelompok kepentingan, dalam  menginterpretasikan 
kebijakan  dan implementasi kebijakan dan individualis,  yakni individu-
individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam  
menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. 
e. Tepat Proses 
 Secara umum implentasi kebijakan public terdiri atas tiga proses, 
yaitu: 
1. Policy accepance. Dalam hal ini publik memahami kebijakan sebagai  
sebuah “aturan main” yang diperlakukan untuk masa depan, disisi 
lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus 
dilaksanakan. 
2. Policy adaption. Dalam hal ini publik menerima kebijakan sebagai 
sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain 
pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus 
dilaksanakan. 
3. Strategic readiness. Dalam hal ini publik siap melaksanakan atau  
menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau 
birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. 
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Sedangkan menurut Duncan (dalam Streesrs, 1985:53), menyebutkan 
bahwasanya  terdapat 3 aspek dalam pengukuran efektivitas kebijakan yaitu: 
1. Pencapaian Tujuan 
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 
dipandang sebagai  suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan 
terakhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 
pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti  
periodesasi. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor yaitu kurun 
waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit 
2. Integrasi 
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 
organisasi mengadakan  sosialisasi pengembangan consensus dan 
komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 
menyangkut proses sosialisasi 
3. Adaptasi 
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan 
dan pengisian tenaga kerja 
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Berbeda dengan Richard M. Steers (1985:206) juga mengungkapkan  
lima pengukuran efektivitas yaitu : 
1. Kemampuan menyesuaikan diri-keluwesan 
2. Produktivitas 
3. Kepuasan Kerja 
   Berdasarkan pengertian-pengertian dan penjelasan diatas, untuk 
mengukur efektivitas dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa 
indikator dari pendapat Matland (dalam Nugroho, 2008:650) dikarenakan teori 
ini lebih lengkap dan tepat dalam melihat efektivitas suatu kebijakan 
dibandingkan dengan teori lainnya, yaitu : 
1. Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat) 
Dalam penelitian ini adalah menyangkut apakah kebijakan tersebut sangat 
tepat adanya dalam menyelesaikan permasalahan di desa khususnya 
pembangunan yang ada.  
2. Tepat Pelaksanaannya 
Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana pelaksanaan Dana Desa 
di desa Tegalrejo. Meliputi bagaimana kerjasama oleh implementor dengan 
lembaga-lembaga yang ada di desa baik pemerintah-masyarakat atau 
swasta serta bagaimana Dana Desa di kelola oleh implementor sesuai 
dengan kebijakan Dana Desa. 
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3. Tepat Target 
Ketepatan berkerkenaan  dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang 
diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang 
tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi 
kebijakan lain, ataukah tidak. Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti  
secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau 
harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau 
menolak. Dengan adanya kebijakan ini, target-target apakah sudah 
terselesaikan. 
4. Tepat Lingkungan 
Dalam penelitian ini akan lihat dimana lingkungan kebijakan, yaitu 
interaksi di antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dan 
pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Terfokus pada 
lembaga-lembaga yang ada didesa sendiri.  
5. Tepat Proses 
Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses pelaksaan sesuai 
denga SOP Kebijakan Dana Desa. 
  
  Penggunaan indikator-indikator tersebut didasarkan bahwa kelima 
indikator di atas merupakan pengukuran efektivitas kebijakan yang tepat jika 
dilihat dari pelaksanaan suatu program kebijakan. Dengan menggunakan 
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indikator tersebut diharapkan dapat melihat tingkat efektivitas Dana Desa 
dalam meningkatkan pembanguna di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen. 
C. Pembangunan 
Pembangunan sering sekali diartikan dari tidak ada menjadi ada, dari 
biasa saja menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Makna dari pembangunan 
tersebut tidak lah salah, akan tetapi makna tersebut lebih bersifat umum. Selain 
itu, pembangunan juga sering sekali dilihat dari fisik seperti pembangunan 
jembatan, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum (Rumah Sakit, 
Terminal, Stasiun, dll). Pemikiran-pemikiran tersebut juga tidak salah, mengingat 
ukuran fisik tersebut sudah menjadi anggapan bahwa pembangunan di Indonesia 
khususnya dalam bentuk fisiknya telah membawa banyak perubahan di negeri 
ini. 
Pada dasarnya konsep pembangunan tidak hanya persoalan fisik saja, 
pembangunan juga meliputi pandangan perspektif pertumbuhan kemajuan 
Negara. Dapat kita lihat bahwasanya pembangunan juga mencakup ide-ide, 
gagasan serta nilai-nilai yang bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, 
atau bahkan sebuah ideology. Oleh karenanya, para pemangku kebijakan, 
perencana pembangunan serta para pakar sering sekali dihadapkan terhadap nilai-
nilai dalam setiap perencanaan suatu pembangunan, program, atau proyek. Nilai-
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nilai tersebut dapat berupa nilai-nilai social, budaya, lingkungan dan lain 
sebagainya. 
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konsep 
pembangunan secara umum merupakan pemikiran yang tidak salah tetapi terlalu 
sederhana. Menganggap pembangunan hanya berupa dari tidak ada menjadi ada, 
dari biasa aja menjadi sangat baik atau lebih baik atau memandang 
pembangunan hanya dari fisik saja, merupaka pemikiran-pemikiran umum yang 
seharusnya diluruskan. Pembangunan tidak berupa fisik saja, tetapi yang lebih 
penting dari semua itu adalah pembangunan tentang nilai, baik nilai social, nilai 
agama, lingkungan dan sebagainya. Karena pada dasarnya menanamkan nilai-
nilai atau mengedepankan nilai-nilai dalam pembangunan dapat memberikan 
dampak yang luar biasa untuk masyarakat luas. 
1. Pengertian Pembangunan 
Secara dinamis, pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan 
uasaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan adalah merupakan suatu 
perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses 
yang bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan 
struktur sosialnya. Menurut Subandi (2011:9-11) proses pembangunan 
menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan 
(growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke 
industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun 
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reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan 
sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan 
masyarakat yang belum atau baru berkembang. 
Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan 
menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna 
menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak 
suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) 
pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, 
yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Menurut 
Bachrawi Sanusi (2004:8), Pembangunan merupakan suatu proses 
transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, 
yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka 
susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Singkatnya pembangunan 
merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan 
cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, 
ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ( 
Bachrawi Sanusi, 2004:53-54). Menurut Easton (Hanif Nurcholis 
dkk:2016:1.6) pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup 
serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Menurut Easton, 
proses sistematik yang dimaksud memiliki 3 unsur didalamnya, yaitu: 1). 
Input,bahan masukan konservasi , 2). Proses Konservasi, mengolah bahan 
masukan, 3). Output, hasil dari konservasi yang dilakukan tadi. 
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Dari pengertian-pengertian diatsa dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pembangunan adalah suatu usaha pemerintah, Negara, bangsa untuk 
mewujudkan sebuah perubahan yang lebih baik termasuk didalamnya nilai-
nilai, teknologi, inivestasi dan lain sebagainya sehingga terwujudnya bangsa 
yang mandiri dan modern dan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu 
sendiri. 
2. Teori Pembangunan 
Menurut (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995) teori 
pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi dalam dua paradigm besar yaitu 
modernisasi dan ketergantungan (Hanif Nurcholis dkk : 2016:1.36).  
a. Teori Modernisasi  
Modernisasi diartikan sebagai proses perubahan yang mengarah 
pada perbaikan, para ahli menganggap proses tersebut memiliki aspek 
agar tercapainya tujuan dari perubahan tersebut. Berikut parah ahli yang 
mengutarakan pendapatnya: 
a) Teori Harrod Domar yang menekankan pada tabungan dan investasi. 
Harrod berpendapat bahwa pembangunan masyarakat hanya masalah 
pada penyediaan modal atau investasi. Pembangunan membutuhkan 
investasi sebagai pendorong produktivitas dan produktivitas ini akan 
mendorong penyerapan tenaga kerja dan perputaran ini akan sampai 
ke tahap penerimaan pajak penghasilan yang berguna dalam 
pendapatan Negara. 
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b) Teori David McCleland, Human Capital Theory yang dimaksud 
disini adalah pembangunan manusia khususnya dalam bidang 
pendidikan karena menurutnya semakin tinggi tingkat pendidikan 
akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan 
maka akan semakin tinggi tinggi tingkat keterampilan dan 
pengetahuan. 
c) Teori Weber yang beranggapan agama memiliki peranan penting 
dalam pembangunan, khususnya agama protestan. Weber 
beranggapan apabila nilai-nilai (agama) yang ada didalam kehidupan 
sehari-hari dapat diarahkan kea rah positif maka akan mempengaruhi 
pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia dapat terarah 
dengan baik. 
b. Teori Dependensi 
Teori dependensi atau sering dikenal dengan teori ketergantungan 
ialah teori yang lebih menekankan pada persoalan keterbelakangan atau 
pembangunan Negara dunia ketiga. Ada beberapa ahli yang mengutarakan 
pendapat tentang teori dunia ketiga ini, yakni: 
a) Raul Prebisch : Industri Substitusi Impor, menurut Raul Negara-
negara terbelakang harus melakukan industrialisasi jika ingin 
membangun dirinya sendiri. Maksudnya adalah dengan melakukan 
subtitusi impor, dalam hal ini ialah barang-barang yang tadinya di 
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impor harus di produksi sendiri agar tidak minumbulkan 
ketergantungan. 
b) Paul Baran; menurut Paul Negara terbelakang tidak akan pernah maju 
dikarenakan kedigdayaan dari Negara-negara maju. Menurutnya 
kapitalisme Negara-negara terbelakang sudah terkena penyakit 
sehingga tidak dapat berkembang, dimana ketika Negara-negara 
terbelakang bergerak maju akan selalu menjadi bayangan-bayang 
Negara besar. 
c. Teori Sistem Dunia oleh Immanuel Wellersten 
Wellersten membagi tiga kelompok Negara, yakni pusat, setengah 
pinggiran dan pinggiran. Tiga kelompok tersebut dibagi berdasarkan 
kekuatan politik dan ekonomi masing-masing Negara, jadi sangat jelas 
jika Negara dengan ekonomi besar maka masuk dalam kelompok pusat 
begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, menrut Wellersten Negara-negara 
tersebut dapat bergeser posisi sesuai putaran dunia dikarenkan sesuatu hal 
misalnya Tiongkok yang pada awal tidak terlalu diperhitungkan kini mulai 
menjadi penantang Negara-negara yang memiliki ekonomi besar, 
3. Model-Model Pembangunan 
Menurut Kuncoro (Hanif Nurcholis dkk: 2016 : 1.12) paradigma 
pembangunan terdiri dari 3 model yakni a). economic growt (berorientasi 
pada pertumbuhan), b). Basic needs (berorientasi pada kesejahteraan), c). 
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People Centered (Berorientasi pada manusia. Ketiga model tersebut akan 
dijelaskan secara singkat melalui table matriks berikut: 
Tabel 2.2  Model-Model Pembangunan 
Karakteristik Economic Growth Basic Needs People Centered 
Focus Industry Pelayanan 
Publik dan 
service 
Human 
Empowering 
(Pemberdayaan) 
Nilai Berupusat pada 
industry 
Berkiblat pada 
manusia 
Berpusat pada 
manusia 
Indikator Ekonomi Makro 
(pertumbuhannya 
beberapa %) 
Indikator 
social 
Hubungan 
manusia dengan 
sumber daya 
Peran 
Pemerintah 
Entrepreneur Service 
provider 
Enablerl 
Facilitator 
Sumber 
Utama 
Modal (tabungan 
masyarakat) 
Kemampuan 
administrative 
dan anggaran 
Kreativitas dan 
komitmen 
Kendala - Konsentrasi dan 
marginalisasi 
- Konsentrasi pada 
fasilitas beberapa 
konglemerat 
dehumanisasi: tidak 
memanusiakan 
manusia 
Keterbatasan 
anggaran dan 
inkompetensi 
aparat 
Struktur dan 
prosedur yang 
mendukung 
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4. Indikator Pembangunan 
Menurut Hanif Nurcholis ( 2016 :1.8) Beberapa indikator yang 
menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan sebuah pembangunan, 
diantaranya adalah: 
a. Kekayaan rata-rata 
Sir William Petty berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi 
masyarakat dapat menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan pembangunan, 
yang dukur adalah tingkat produktivitas masyarakat untuk kemudian 
mempengaruhi produktivitas suatu Negara secara keseluruhan. Jika 
produktivitas tinggi maka dapat dipastikan bahwa pendapat rata-rata 
penduduk dan bahkan suatu Negara akan tinggi juga. Hal ini cukup 
membuktikan bahwa pembangunan yang dilakukan bekerja dengan baik 
karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
b. Pemerataan 
Pendapatan rata-rata suatu negara bukan satu-satunya tolak ukur 
dalam pembangunan karena bisa jadi kekayaan-keyaan tersebut hanya 
dimiliki beberapa penduduk atau beberapa kelompok penduduk saja. 
Sehingga perlunya tolak ukur pemerataan, dalam hal ini adalah menilai 
sebuah kekayaan masyarakat tersebut tersebar merata. Sehingga 
masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati hidup dengan baik dan 
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tentu saja tidak ada masyarakat yang menderita seperti kemiskinan, tidak 
ada tempat tinggal dan lain sebagainya. 
c. Kualitas Kehidupan 
Moris menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life 
Index), tolak ukur yang digunakan adalah 1). Rata-rata harapan hidup 
sesudah umur satu tahun, 2). Jumlah kematian bayi, 3). Rata-rata 
presentase buta huruf. Ketiga hal tersebut menjadi satu bagian dalam 
indikato kualitas hidup yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 
sebuah pembangunan. Bukan tanpa alasan, hal tersebut menjadi sangat 
penting karena kualitas hidup diawali dengan harapan hidup kita dari 
lahir, apabila dari lahir harapan hidup kita dari lahir sudah kecil maka 
mempengaruhi generasi-generasi penerus yang akan meneruskan estafet 
pembangunan. Selain itu, angka melek huruf menjadi sorotan dikarenakan 
melek huruf atau dapat membaca ialah awal dari segala ilmu yang masuk 
serta memahami nilai-nilai yang masuk di kehidupan. 
D. Dana Desa 
Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, 
penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 
pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, 
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penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, 
khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan 
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana Desa adalah dana 
yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui 
APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan. 
Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh 
dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan 
Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara 
keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi 
tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan 
kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan 
demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk 
menandai kewenangan tersebut.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana 
desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan 
kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa 
bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, 
41 
 
Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana 
desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan 
dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana 
Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota 
untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan 
Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi: 
1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 
2. Anggaran Dana Desa 
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah 
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten 
Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan 
Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian 
sebagai berikut : 
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1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama 
untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. 
Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan 
Variabel Independen Tambahan 30%. 
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi 
secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang 
dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) 
Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan 
Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama 
adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. 
Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan 
masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan 
mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa. Variabel Independen 
Utama meliputi sebagai berikut: 
a. Indikator Kemiskinan 
b. Indikator Pendidikan Dasar 
c. Indikator Kesehatan 
d. Indikator Keterjangkauan 
 
Variabel Tambahan merupakan variable yang dapat ditambahkan oleh 
masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut: 
a. Indikator Jumlah Penduduk 
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b. Indikator Luas Wilayah 
c. Indikator Potensi Ekonomi (PBB) 
d. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun) 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 
72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ 
anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama 
disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus".Dalam masa transisi, sebelum dana desa 
mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat 
dari desa“ program yang berbasis desa”. Kementrian/lembaga mengajukan 
anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna 
nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya 
undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu 
daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang 
menjadi pokok dari berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 
10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan 
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menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang 
hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah 
sangat beragam ( hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi 
fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta 
kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah. 
Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 
perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan 
kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara 
nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari 
belanja  Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 
merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer 
melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.Dana 
Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di 
setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana 
Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 
berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah 
penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan 
kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi 
yang bersangkutan. 
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Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa 
untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka 
kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas 
wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) 
dihitung dengan bobot : 
a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa; 
b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan 
c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa. 
 
Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung dengan cara: 
a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x 
persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total 
penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase 
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luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di 
kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga 
pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap 
b. Total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang 
bersangkutan)];dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. 
c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditentukan oleh faktor yang meliputi: 
1. Ketersediaan pelayanan dasar; 
2. Kondisi infrastruktur; 
3. Transportasi; dan 
4. Komunikasi desa ke kabupaten/kota. 
E. Kerangka Berfikir 
Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang menjadi 
pemasalahan di Indonesia, terutama pedesaan. Keberhasilan pembangunan 
nasional tidak terlepas dari pembangunan paling bawah yaitu pembangunan desa. 
Masyarakat desa dinilai lebih membutuhkan pembangunan dilihat dari factor 
ekonomi. Berbicara tentang pembangunan desa, maka tidak terlepas dari 
keuangan desa. Pada mulanya, sumber keuangan desa bersifat tradisional 
sehingga tidak memberikan kepastian untuk dapat digunakan menggerakkan roda 
organisasi. Desa tidak memiliki kewenangan menungut pajak dan retribusi atas 
namanya sendiri.  
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Dengan demikian, pemerintah yang memiliki fungsi pengaturan dan 
fungsi pembangunan, mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi pemerintah desa 
untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan mengurus tata 
pemerintahan serta melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa.  
Seiring disahkannya Undang, Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
tersebut, pemerintah mengesah kembali Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Dana Desa 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kebijakan pemerintah terkait 
Dana Desa ini telah terimplementasi sejak tahun 2015. Setiap masing-masing 
desa diberi dana sebesar 1 miliyar untuk desa. Dana tersebut digunakan dalam 
menunjang pembangunan desa guna tercapainya pembangunan nasional. Adapun  
dana tersebut juga diterima oleh salah satu desa di Kabupaten Sragen, yaitu Desa 
Tegalrejo yang terletak di Kecamatan Gondang. Dalam keberjalanannya selama 
hampir 4 tahun ini, ternyata terdapat beberapa kasus korupsi terhadap 
penyelewengan dana desa. Sejauh ini Dana Desa dianggap sasaran empuk oleh 
kepala desa dalam tindak korupsi termasuk di Kabupaten Sragen.  
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Salah satu yang terkandung dalam Ilmu Administrasi Publik adalah 
Efektivitas, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu 
tujuan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini 
peneliti ingin mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut di 
Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Didalam penelitian ini 
penelitian dalam melihat Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan 
Pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dengan 
melihat pembagian penggunaan Dana Desa sesuai SOP yaitu terbagi atas 30% 
untuk operasional, sedangkan 70% sisanya untuk membiayai pembangunan. 
Sedangkan dalam melihat tingkat efektivitas kebijakan menggunakan aspek 
efektivitas menurut Matland. Hal ini dikarenakan teori ini lebih lengkap dan tepat 
dalam melihat efektivitas suatu kebijakan dibandingkan dengan teori lainnya. 
Adapun dalam melihat efektivitas suatu kebijakan Matland menggunakan lima 
ketepatan, yaitu Tepat Kebijakan, dimana berbicara apakah atau seberapa 
tepatkah kebijakan ini ada. Tepat Pelaksaan, bahwanya pelaksana dari kebijakan 
ini tidak hanya pemrintah pusat saja. Akan tetapi bekerja sama dengan lembaga 
lainnya. Tepat Target,  meminimalisir terlalu banyak kebijakan yang tampaknya 
baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama 
tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya. Tepat Lingkungan dimana 
lingkungan ini merupakan tempat pertama objek dari kebijakan. Dan yang 
terakhir tepat proses, melihat tahapan prosesnya. 
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Alasan pemilihan variable diatas karena hal tersebut merupakan 
pengukuran yang tepat dari efektivitas kebijakan apabila di lihat dari pelaksanaan 
sebuah kebijakan.  Efektivitas kebijakan muncul ketika tujuan yang telah 
ditetapkan dapat tercapai dan kebijakan tersebut dapat memberikan solusi atas 
masalah yang ada. Untuk memperjelas kerangka berfikir pada penelitian ini, 
berikut adalah bagan kerangka pikir yang peneliti gunakan : 
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        Tabel 2.3 Bagan Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPermasalahan Desa : 
- Desa Tegalrejo dulunya 
merupakan desa dengan 
status sangat tertinggal 
menurut Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 
Namun sekarang telah 
maju di pembangunan 
bidang infrastrukturnya. 
- Pada tahun 2018 Desa 
Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten 
Sragen memperoleh juara 
II dalam Evaluasi 
Perkembangan Desa. 
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa 
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara 
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 
Nomor 6 Tahun  2015 Tentang 
Pengelolaan Keuangan  Desa 
 
Efektivitas Dana Desa Dalam 
Meningkatkan Pembangunan di 
Desa Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen 
berdasarkan (Teori Matland)  : 
1. Tepat Kebijakan 
2. Tepat Pelaksanaan 
3. Tepat Target 
4. Tepat Lingkungan  
5. Tepat Proses 
 
Tercapainya Kebijakan 
Dana Desa dalam 
Meningkatkan 
Pembangunan di Desa 
Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten 
Sragen.  
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan. Desa Tegalrejo merupakan 
salah satu desa dari sembilan desa yang berada di kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen. Pada tahun 2017, desa Tegalrejo menerima Dana Desa 
sebesar  Rp. 816.205.000. Selain itu, desa Tegalrejo ini adalah salah satu desa 
yang dulunya terbelakang dan termasuk pada kategori desa sangat tertinggal 
menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Namun 
sekarang sudah melakukan pembangunan-pembangunan dan mendapatkan juara 
2 dalam Hasil Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Lomba 
Desa Anggaran  2018 se-Kabupaten Sragen. Hal inilah yang melatarbelakangi 
peneliti memilih Desa Tegalrejo sebagai lokasi penelitian yang akan mengkaji 
terkait efektivitas Dana Desa. 
B. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan yang 
berlangsung pada pertengahan bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2018. 
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C. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan peneliti disini adalah penelitian bersifat 
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun 
tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 
berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat 
yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan 
sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, 
situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68). 
Alasan memilih penelitian deskriptif kualitatif adalah karena hasil 
penelitian yang dibutuhkan yaitu mesdeskripsikan atau menggambarkan 
pelaksanaan terkait efektivitas Dana Desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan 
Gondang, Kabupaten Sragen. Sehingga cocok untuk dijadikan penelitian 
deskrptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan 
data yang dikumpulkan berupa kalimat, bagan, gambar yang berfungsi untuk 
menjelaskan permasalahan. Deskripsi data-data yang diperoleh tersebut sebagai 
hasil penelitian yang diperoleh dari data-data tertulis maupun lisan yang 
bersumber melalui orang-orang yang telah diwawancarai.  
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D. Sumber Data 
Data merupakan sumber fakta atau keterangan dari objek yang akan 
diteliti. Didalam penelitian ini, dalam melihat bahkan mengkaji terkait efektivitas 
Dana Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, sumber 
data yang digunakan peneliti adalah : 
1. Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan  
data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:62). Data primer juga 
merupakan suatu objek atau dokumen original atau “first-hand information”. 
Menurut Silalahi (2010:289), untuk memperoleh data ini dapat dilakukan 
dengan observasi dan wawancara dengan informan. Observasi akan 
dilakukan dengan mitra yang telah bekerja sama yakni terdiri atas Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Kecamatan 
Gondang, serta Desa Tegalrejo itu sendiri. Sedangkan wawancara akan 
dilakukan secara langsung dari sumbernya (informan), yaitu wawancara 
langsung kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mitra dan 
masyrakat. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu : 
a. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen 
b. Pihak Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen 
c. Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen 
d. Perangkat Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen 
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e. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen 
f. Masyarakat Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, 
sebagai dari penerima dari pembangunan itu sendiri 
2. Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:62). Menurut 
Silalahi (2010 : 291), data sekunder merupakan  data yang dikumpulkan dari 
tangan kedua atau dari sumber yang lain yang telah tersedia sebelum 
penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber data di peroleh dari 
peraturan yang berupa Undang-Undang, jurnal, buku referensi, buku-buku, 
serta data dari mitra. Data-data yang ada dalam penelitian ini  merupakan 
hasil dari membaca, mempelajari buku, arsip-arsip dan dokumen yang 
terdapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen 
serta mitra kerjasama yaitu Desa Tegalrejo.  Bahkan tidak hanya mencatat 
yang diteliti namun juga menggali dan menangkap makna yang tersirat dalam 
dokumen tersebut. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan 
data yang tepat, antara lain adalah sebagai berikut : 
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1. Wawancara 
Menurut Sutopo (2002:186), wawancara adalah percakapan dengan 
tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewanwancara yang 
mengajukan sejumlah pertanyaan dan yang diwawancarai yang akan 
memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 
pewawancara. Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang dianggap 
memiliki informasi  yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini adalah pihak 
yang terlibat langsung dalam pelaksaanan serta pengelolaan Dana Desa di 
Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. 
2. Mengkaji dokumen dan Arsip 
Menurut Sutopo (2002:54), mrngkaji dokumen dan arsip yaitu 
pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip, 
peraturan-peraturan dan literature lainnya. Pada penelitian ini peneliti 
meempelajari dan mengkaji data mengenai Dana Desa. 
3. Observasi 
Menurut Arikunto (2006:156), Observasi atau pengamatan meliputi 
kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 
alat indra, sehingga metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan 
data yang efektif karena kegiatan ini bukan hanya rekaan atau fiktif belaka. 
Teknik observasi ini, dapat digunakan untuk memperoleh data yang benar-
benar valid karena dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap 
obyek yang diteliti. Dalam teknik ini, data yang diambil yaitu data yang 
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berhubungan dengan Dana Desa dan juga data mengenai keuangan daerah. 
Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami lokasi 
penelitian, situasi dan kondisi Dana Desa secara langsung, sehingga data 
yang diperoleh nantinya lengkap dan obyektif.   
Dengan dilakukannya teknik observasi ini diharapkan mampu 
menjadikan pelengkap data yang akan menjadi informasi baru yang belum 
didapatkan saat proses wawancara secara langsung. Observasi disini akan 
menyempurnakan hasil temuan dari teknik pengumpulan data yang lain. Oleh 
karena itu observasi ini dirasa penting dalam pengumpulan informasi untuk 
mendapatkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan.  
 
F. Teknik Sampling 
Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Menurut Sutopo (2002:56) dalam penelitian kualitatif, cuplikan yang 
diambil lebih bersifat selektif. Penelitian mendasar pada landasan kaitan teori 
yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi dan 
sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti memilih informan yang dianggap tepat 
yaitu informan yang tahu permasalahan dan dapat dipercaya untuk menjadi 
sumber data. 
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G. Validitas Data 
Dalam tahap ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang 
diperoleh sesuai dengan realitas di lokasi penelitian. Untuk meningkatkan 
validitas data, maka dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi data. 
Yaitu dalam pengumpulan data menggunakan beragam sumber data yang 
tersedia. Dalam artian data yang sama atau sejenis akan lebih mantap 
kebenarannya jika digali dari beberapa sumber data yang tersedia (H.B Sutopo, 
2002:79). 
Dalam penelitian ini trianggulasi sumber dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber yang tersedia 
sehingga data dengan menggunakan beberapa sumber yang tersedia sehingga 
data yang dikumpulkan dari satu sumber akan dikontrol oleh data yang lain. 
Trianggulasi sumber ini memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda 
untuk menggali dayta yang sejenis. 
H. Teknik Analisis Data 
Mengacu pada jenis penelitian dalam penelitian ini yang merupakan 
penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisi data interaktif 
menurut Miles & Huberman Sutopo (2002:94). Teknik analisis data tersebut 
terdiri dari tiga komponen utama (Sutopo, 2002:91-93), yaitu: 
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1. Reduksi Data 
Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi 
data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung 
terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif 
berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data 
berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, 
menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis 
memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 
akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.  
Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah 
penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam 
penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam 
aneka macam cara yaitu melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian 
sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.  
2. Sajian Data 
Sajian merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 
bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan 
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penelitian dapat dilakukan.  Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-
pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan 
kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun 
seca logis dan sistematis sehingga akan mudah dipahami. 
3. Penarikan Simpulan 
Tahapan terakhir dalam teknik analisi data interaktif adalah 
penarikan simpulan. Pada tahap ini peneliti akan melakukan generalisasi dan 
hasil reduksi data yang kemudian di sajikan secara logis dan sistematis. 
 
Model Analisis Interaktif 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: H. B, Sutopo (2006) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis 
Desa Tegalrejo merupakan suatu wilayah yang berada di Kabupaten Sragen, 
Jawa Tengah. Desa Tegalrejo merupakan 1 (satu) dari 208 (dua ratus delapan) 
desa/kelurahan yang ada diwilayah Kabupaten Sragen dan termasuk bagian dari 
salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan  Gondang. Terdiri dari 3 Kebayan yaitu 
Kebayan Grenjengan, Kebayan Gombelan, dan Kebayan Paingan. Secara  geografis 
wilayah Desa Tegalrejo berada di paling ujung timur Kabupaten Sragen yang 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Secara administratif 
Desa Tegalrejo mempunyai batas wilayah sebagai berikut : 
- Sebelah Timur : Desa Tunggul 
- Sebelah Selatan : Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo 
- Sebelah Barat  : Desa Srimulyo 
- Sebelah Utara  : Desa Kaliwedi dan Glonggong 
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Menurut sejarahnya, Desa Tegalrejo berasal dari kata Tegal dan Rejo. Yang  
berarti (Tegalan : tanah tegalan/lahan yang kering), sedangkan rejo berarti ( Rejo: 
Asri).  Desa yang mempunyai banyak lahan kering, namun asri ketika musim 
penghujan karena mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani sehingga 
desa nampak hijau nan asri. Dulunya, Tegalrejo merupakan desa dengan status 
sangat tertinggal menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Sragen. Karena pembangunan belum ada sehingga masyarakat sulit dalam 
mengakses kegiatan sehari-harinya. Sehingga  pembangunan di Desa Tegalrejo 
sangat diperlukan dalam mensejahterakan warga dalam kegiatan sehari-hari. 
Dengan adanya dana desa, kini Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen yang terletak di ujung perbatasan provinsi antara Jawa Tengah 
dan Jawa Timur ini telah melakukan pembangunan-pembangunan yang pesat. 
Sehingga masyarakat dengan mudah mengakses kegiatan sehari-hari. Dengan status  
desa tertinggal yang pernah disandangnya, kini pada tahun 2018 Desa Tegalrejo 
memperoleh juara 2 dalam Hasil Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan 
Kelurahan Lomba Desa Anggaran  2018 se-Kabupaten Sragen.   
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     Gambar 4.1. Peta Desa Tegalrejo 
             
Sumber : Profil Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen  
    Tahun 2017 
 
Berdasarkan data dari monografi Desa Tegalrejo tahun 2017, Desa Tegalrejo 
terdiri dari 19 RT (Rukun Tetangga) namun tidak ada RW (Rukun Warga). Jarak 
Desa Tegalrejo dengan Kecamatan Gondang adalah 7 km. Sedangkan jarak Desa 
Tegalrejo dengan Kabupaten Sragen adalah 17 km. Desa Tegalrejo mempunyai 
jumlah penduduk 3.355 jiwa. 
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1.1 Luas Daerah 
Desa Tegalrejo yang terletak di Kecamatan Gondang mempunyai 
luas wilayah keseluruhan 326.1000 Ha dengan perincian tabel dibawah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
 Luas Daerah/Wilayah 
NO NAMA LAHAN LUAS  
1.  Tanah Sawah       224                              Ha 
 - Irigasi Teknis              
- Irigasi Setengah Teknis 
- Irigasi Sederhana 
- Tadah Hujan 
                                       Ha 
  104                               Ha 
     70                              Ha 
     50                              Ha 
 
2. Hutan Negara                                        Ha 
 
3. Tanah Lain-Lain (Sungai,  Jalan, 
Kuburan, Saluran) 
     3,7                             Ha 
 
4. Tanah Kering     102                             Ha 
 
 - Pekarangan/Perkebunan 
- Kebun/Tegalan 
- Padang Gembala 
- Tambak/Kolam 
- Rawa 
     95                             Ha 
                                      Ha 
    1,5                             Ha 
    3,5                             Ha 
 
5. Perkebunan Negara/Swasta                                       Ha 
 
       Sumber : Monografi Desa  Tegalrejo Tahun 2017 
 
 
 
 
64 
 
1.2 Keadaan Tanah 
Desa  Tegalrejo memiliki tanah regosol yang berwarna  coklat 
kelabu, dan ada sebagian yang berwarna merah kehitam-hitaman. Karena 
didukung oleh topografi yang relatif datar sehingga Desa Tegalrejo 
digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
tanaman pertanian yang dapat tumbuh subur serta mayoritas penduduk 
Tegalrejo bermata pencaharian sebagai petani. 
1.3 Keadaan Iklim 
Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu tempat yang luas dan 
dalam jangka waktu yang lama, yaitu dalam jangka waktu 10-20 tahun. 
Dengan mempertimbangkan letak Desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang 
terhadap Kabupaten Sragen, maka keadaan iklim Desa Tegalrejo tidak jauh 
berbeda dengan keadaan iklim daerah lainnya di Kabupaten Sragen. Desa 
Tegalrejo, Kecamatan Gondang terletak pada iklim tropis dengan suhu 
rata-rata harian adalah 31   C. 
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1.4 Keadaan Demografi 
a) Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 
Berdasarkan data monografi Desa Tegalrejo tercatat jumlah 
penduduk Desa Tegalrejo berjumlah 3.355 jiwa yang terdiri dari 1.685 
jiwa atau 50,2 % adalah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 
1.670 jiwa atau 49,8 % adalah be  rjenis kelamin perempuan. Jika 
ditinjau dari jenis kelaminnya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 
dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan jumlah 
penduduk Desa Tegalrejo ditinjau dari kelompok umur dapat dilihat 
dibawah ini : 
Tabel 4. 2 
Komposisi penduduk menurut umur 
No Umur  Jumlah 
(Jiwa) 
Prosentase 
1 0 – 5 th 111 3,3 % 
2 6 – 10 th 146 4,4 % 
3 11 – 15 th 180 5,4 % 
4 16 – 20 th 258 7,7 % 
5 21 – 25 th 359 10,7 % 
6 26 – 30 th 313 9,3 % 
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7 31 – 35 th 350 10,4 % 
8 36 – 40 th 367 10,9 % 
9 41 – 45 th 259 7,7 % 
10 46 – 50 th 262 7,8 % 
11 51 – 55 th 252 7,5 % 
12 56 – 60 th 267 7,9 % 
13 61 – keatas  234 7 % 
Jumlah 3.355 100 % 
   Sumber : Monografi Desa  Tegalrejo Tahun 2017 
Di Desa Tegalrejo terdapat 926 kepala keluarga dengan jumlah 
keseluruhan penduduk 3.355 jiwa. Dari tabel diatas dapat disimpulkan, 
bahwa prosentase tertinggi adalah penduduk yang memiliki usia 36 – 
40 tahun. 
b) Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Dari data kependudukan di Desa Tegalrejo dapat diperoleh 
keterangan bahwa penduduk yang termasuk usia produktif. Adapun 
komposisi jumlah penduduk Desa Tegalrejo menurut mata 
pencahariannya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 
Komposisi penduduk menurut mata pencaharian 
 
 
No Mata Pencaharian Jumlah 
(Jiwa) 
Prosentase 
1 Petani 672 26,3 % 
2 Nelayan - - 
3 Pedagang 18 0,7 % 
4 Sopir 5 0,2 % 
5 Buruh 1.672 65,4 % 
6 PNS 16 0,6 % 
7 TNI - - 
8 POLRI - - 
9 Swasta 172 6,8 % 
Jumlah 2.555 100 % 
   Sumber : Monografi Desa Tegalrejo Tahun 2017 
    
Dari tabel diatas maka dapat diketahui komposisi penduduk 
Desa Tegalrejo dilihat dari mata pencahariannya terdiri dari  petani 
yang tercatat 672 jiwa atau 26,3% , kemudian pedagang sebanyak 18 
jiwa atau 0,7% , sopir sebanyak 5 jiwa atau 0,2%. Tercatat yang paling 
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tinggi jumlahnya adalah penduduk yang bekerja sebagai buruh yang 
totalnya mencapai 1.672 jiwa atau 65,4% , sedangkan yang bekerja 
sebagai PNS sebanyak 16 jiwa atau 0,6%. Sisanya sebayak 172 jiwa 
atau 6,8% bekerja disektor swasta. 
c) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Dalam indeks pembangunan manusia, pendidikan menjadi salah 
satu indikator yang menentukan taraf kesejahteraan masyarakat. 
Dengan pendidikn masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih 
baik. Untuk masyrakat desa kesadaran untuk memperoleh pendidikan 
yang tinggi masih relatif rendah. Namun seiring perkembangan zaman 
dan teknologi, masyarakat di desa lebih memperhatikan pentingnya 
sebuah pendidikan. Faktor kualitas sumberdaya manusia sangat 
berpengaruh terhadap jenis pekerjaan seseorang. Hal ini semakin 
memberikan dampak terhadap kesadaran orang tua untuk memberikan 
pendidikan yang tinggi kepada para anak-anaknya. Hal ini perlu 
diapresiasi, karena dengan pendidikan yang tinggi akan menghasilkan 
sumberdaya manusia yang berkualitas. 
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                                       Tabel 4.4 
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1 Belum tamat SD/tidak 
bersekolah 
679 20 % 
2 Tamat SD/Tidak tamat SD 986 29 % 
3 Tamat SLTP/SLTA 1.641 49 % 
4 Tamat perguruan 
tinggi/Akademi 
49 2 % 
Jumlah 3.355 100 % 
   Sumber : Monografi Desa Tegalrejo Tahun 2017 
Dari tabel diatas diketahui bahwa dari seluruh jumlah penduduk 
Desa Tegalrejo yang menunjukkan angka terbesar adalah tamatan 
SLTP/SLTA yaitu sebanyak 1.641 jiwa atau 49%. Untuk meningkatkan 
mutu pendidikan masyarakat Desa Tegalrejo maka di Desa Tegalrejo 
dibangun sarana pendukung pendidikan berupa sekolah. Sarana 
pendukung pendidikan tersebut antara lain adalah 3  PAUD, 3 
TK/Playgrup serta 2 sekolahan SDN. 
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d) Penduduk Menurut Agama yang Dianut 
Keyakinan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dapat menumbuh kembangkan ketaatan. Ketaatan merupakan 
modal yang penting bagi pembangunan terutama pembangunan yang 
bersifat moral bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa 
Tegalrejo adalah pemeluk agama Islam sebagai agama mayoritas 
penduduk yang berjumlah 3.313 jiwa, sedangkan sisanya sebanyak 42 
jiwa  adalah pemeluk agama Kristen. Adapun sebagai berikut : 
Tabel 4.5 
Komposisi Penduduk Desa Tegalrejo Menurut Agama 
No Agama Jumlah 
(Jiwa) 
Persentase 
1 Islam 3.313 98,7 % 
2 Kristen 42 1,3 % 
3 Katholik - - 
4 Hindu - - 
5 Budha - - 
6 Konghocu - - 
Jumlah 3.355 100 % 
   Sumber : Monografi Desa Tegalrejo Tahun 2017 
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e) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
 
 
Sumber :  Data Perangkat Desa   Tegalrejo Tahun 2017
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1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
a. Kepala Desa 
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas 
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai lima  (5) fungsi yaitu  
sebagai berikut : 
1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain : 
- Kegiatan dibidang tata praja pemerintahan 
- Penetapan peraturan di desa 
- Pembinaan masalah pertahanan 
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban 
- Melakukan upaya perlindungan masyarakat 
- Administrasi Kependudukan 
- Penataan dan pengelolaan wilayah 
2) Pelaksanaan pembangunan desa, antara lain :  
- Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan 
- Pembangunan bidang pendidikan masyarakat desa 
- Pembangunan bidang kesehatan masyarakat desa 
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- Pembangunan bidang perekonomian desa 
 
3) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, antara lain : 
- Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat 
- Peningkatan partisipasi masyarakat 
- Pelestarian dan pengembangan sosial budaya masyarakat 
- Pembinaan keagamaan masyarakat 
- Pembinaan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat 
- Pembinaan ketenagakerjaan masyarakat 
4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain : 
- Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya 
- Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang 
ekonomi 
- Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik 
- Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang 
lingkungan hidup 
- Pemberdayaan keluarga 
- Pemberdayaan pemuda, olahraga, dan karang taruna 
5) Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lain 
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b. Sekretaris Desa 
Sekretariat desa berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah desa 
yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan, 
mengkoordanisasikan tugas urusan dan seksi, mengelola ketatausahaan dan 
perencanaan. Adapun Sekretaris Desa mempunyai fungsi : 
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 
surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi 
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 
desa, penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, 
dan pelayanan umum 
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala 
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya 
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka 
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan 
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c. Kepala Urusan 
Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala 
urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan 
administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam 
melaksanakan tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi : 
a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, mempunyai fungsi antara lain : 
1) Melaksanakan urusan ketata usahaan, terdiri atas : 
- Tata Naskah 
- Administrasi surat menyurat 
- Kearsipan 
- Ekspedisi 
- Perpustakaan desa 
2) Melaksanakan urusan umum, terdiri atas : 
- Pelaksanaan administrasi Kepala Desa dan Perangkat 
            Desa 
- Penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 
            desa dan pemerintah desa 
- Inventarisasi dan pemeliharaan aset desa 
- Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas 
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- Pelayanan umum 
- Pelayanan data, informasi, dan kehumasan 
- Penyiapan rapat dan musyawarah desa 
b) Kepala Urusan Keuangan, mempunyai fungsi : 
1) Penatausahaan administrasi keuangan desa 
2) Pelaksanaan administrasi sumber pendapatan dan belanja desa 
3) Verifikasi administrasi keuangan desa 
4) Pelaksanaan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga desa lainnya 
5) Mempertanggungjawabkan administrasi keuangan desa 
c) Kepala Urusan Perencanaan, mempunyai fungsi : 
1) Menyusun rencana pembangunan jangka panjang 
2) Menyusun rencana kerja pemerintah desa 
3) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa 
4) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa 
5) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa 
6) Penyusunan laporan kepala desa 
d. Kepala Seksi 
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Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala 
Seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a) Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai fungsi : 
1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan 
2) Menyusun rancangan regulasi desa 
3) Pengelolaan administrasi kependudukan desa 
4) Pembinaan masalah pertanahan 
5) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 
6) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan kependudukan 
7) Penataan dan pengelolaan wilayah 
8) Pendataan dan pengelolaan profil desa 
b) Kepala Seksi Kesejahteraan, mempunyai fungsi : 
1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan 
2) Melaksanakan pembangunan perekonomian desa 
3) Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan 
4) Melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan 
5) Melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 
budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup 
6) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna 
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c) Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai fungsi : 
1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 
dan kewajiban masyarakat 
2) Meningkatkan upaya pastisipasi masyarakat 
3) Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat 
4) Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat 
5) Pembinaan ketenagakerjaan 
 
e. Kebayan 
Kebayan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan 
yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah. 
Dalam melaksanakan tugasnya, kebayan mempunyai fungsi : 
a) Pembinaan kententraman dan ketertiban masyarakat 
b) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dn mobilitas kependudukan 
c) Penataan dan pengelolaan wilayah 
d) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya 
e) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 
f) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
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B. Efektivitas Dana Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen 
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 
untuk  desa pertahunnya. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa demi 
tercapainya pembangunan nasional. Setiap tahun, desa memperoleh Dana Desa hingga 
1 (satu Miliyar). Dalam penggunaannya, 30% dari Dana Desa digunakan untuk 
operasional. Sedangkan sisanya, 70% digunakan untuk pembangunan. Dana Desa 
dinilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya 
kebijakan Dana Desa sendiri. Dana Desa ada untuk mewujudkan pembangunan-
pembangunan di Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 
efektivitas Dana Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, 
ditemukan beberapa infomasi yang mampu menjelaskan bagaimana efektivitas Dana 
Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Dalam memperoleh 
informasi, peneliti menggunakan aspek untuk mengukur bagaimana efektivitas Dana 
Desa kepada informan menurut Matland (1995). Adapun aspek yang akan dikaji oleh 
peneliti meliputi ;  Tepat Kebijakan,  Tepat Pelaksanaan,  Tepat Target,  Tepat 
Lingkungan, dan  Tepat Proses. 
1. Tepat Kebijakan 
Tepat kebijakan dalam suatu kebijakan dapat diartikan sebuah tolak ukur 
bagaimana suatu kebijakan tersebut dinilai apakah memang benar-benar diperlukan 
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untuk publik (masyarakat) atau tidak. Indikator pertama dalam mengukur 
efektivitas kebijakan adalah melihat apakah kebijakan tersebut tepat atau tidak. 
Seperti halnya dalam kebijakan pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang 
terkait Dana Desa ini. Menurut Matland, suatu kebijakan dianggap tepat apabila 
kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah yang ada.  
Berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh 
peneliti, masalah yang ada di desa Tegalrejo adalah minimnya pembangunan yang 
dapat menunjang dan membantu kegiatan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-
hari. Pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di desa Tegalrejo 
sangat rendah. Akses jalan misalnya, letak desa Tegalrejo yang jauh dari keramaian 
kota, membuat desa ini belum terdengar oleh masyarakat asli Sragen sendiri. Jalan-
jalan desa dari dusun perdusun masih jalanan kecil dan berlubang. Awalnya,  Desa 
Tegalrejo yang terdapat di ujung perbatasan provinsi antara Jawa Tengah dan Jawa 
Timur ini sangat tertinggal.  Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Desa 
Tegalrejo, Bapak Heru Setyawan: 
“Dulu itu waktu saya masih lajang dan masih diperantauan, kalau 
saya ditanya aslinya mana saya malu mau ngomong dari Desa 
Tegalrejo mbak. Saya ngakunya Sragen saja. Karena (sambil 
menatap atap rumah “membayangkan”) dulu itu jalan tidak seperti 
sekarang, kalau malam sangat gelap karena penerangan itu adanya 
jarak per 500 meter. Jalan masih berlubang-lubang, begitupun 
menuju akses tertentu sangat sulit sekali”. ( Wawancara, 22 Mei 
2018) 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Suyanto (52) selaku Ketua RT: 
“Sebentar mbak, sebelum saya bercerita panjang, saya sangat terharu 
mendengar pertanyaan mbak (sambil meneteskan air mata). Saya 
berbicara seperti ini lillahi ta’ala ya mbak. Bukan karena saya 
memihak pak Heru. Jadi dulu ini Desa Tegalrejo tidak seperti 
sekarang mbak. Kalau dulu orang tanya dimana letak Desa 
Tegalrejo, pasti tahunya desa yang pojok sana lo yang terkucilkan 
begitu. Kalau dulu jalanan adanya jalan setapak mbak. Yang bisa 
dilewati kaki dan motor saja. Selain itu (sambil menunjuk), jalan 
sepanjang depan rumah itu tidak ada jalan sama sekali mbak. Dulu 
itu depan rumah saya kalenan (dalam bahasa Indonesia selokan). Jadi 
kalau orang-orang buang sampah atau buang hajat ya diselokan itu. 
Yang jadi korban ya yang yang punya rumah, karena baunya 
MasyaAllah sekali. Apalagi kalo hujan mbak, kadang banjir sampai 
rumah”. (Wawancara, 23 Mei 2018) 
 
 
 
                     Gambar 4.2 
                  Pembangunan drainase saluran air di depan rumah bapak Suyanto 
                           
          Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Tegalrejo  
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Pembangunan yang minim serta akses yang sulit , selain membuat warga 
Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini kesulitan dalam kegiatan 
sehari-harinya ternyata warga juga merasakan dan menjadi korban dari apa yang 
dilakukan sendiri. Dari pernyataan bapak Suyanto diatas, ketika musim penghujan 
tiba dan saluran drainase yang belum ada maka masyarakat merasakan banjir namun 
bukan banjir air hujan dan sampah-sampah. Akan tetapi juga banjir dengan sisa-sisa 
kotoran manusia. Selain itu, mayoritas penduduk yang mata pencahariannya adalah 
petani, masalah yang dihadapi dikala musim kemarau biasanya mereka gagal panen. 
Karena tidak adanya pom air khusus di desa agar bisa membantu mereka akibat 
kekeringan.. 
Dari informasi yang diperoleh peneliti tersebut menjelaskan bagaimana 
keadaan dan kondisi Desa Tegalrejo dulunya. Sehingga dalam mewujudkan 
perubahan berupa pembangunan-pembangunan, desa pastinya sangatlah 
membutuhkan dukungan  finansial. Pada dasarnya dana untuk desa beragam 
asalnya, salah satunya Dana Desa. Dimana Dana Desa merupakan dukungan 
finansial yang bersumber langsung dari APBN dengan nominal yang sangat besar. 
Meskipun keuangan untuk desa berasal dari beberapa sumber, namun kebijakan 
pemerintah akan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa sangat bermanfaat dan dinilai tepat dalam menunjang pembangunan-
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pembangunan di Desa Tegalrejo . Hal itu disampaikan oleh Bapak Supari selaku 
carik (Sekretaris Desa) ; 
“Tepat mbak. Karena apa? Memang sumber-sumber keuangan desa 
ini kan bukan hanya Dana Desa saja. Tapi dengan adanya Dana Desa 
ini sangat tepat dan membantu untuk menunjang pembangunan-
pembangunan yang telah direncanakan.” (Wawancara, 25 Mei 2018) 
 
Selain bapak Supari, bapak Suyadi menambahkan ; 
“Wah, ya tepat mbak menurut saya.  La wong dulu itu orang-orang 
itu kalau ditanya letak Desa Tegalrejo itu taunya malah Desa 
Tunggul. Padahal sebelah jalan itu (sambil menunjuk arah depan 
sebrang rumahnya) sudah masuk Desa Tunggul. Yang maju itu Desa 
Tunggul. Kalau Desa Tegalrejo ya kebalikannya Desa Tunggul. 
Alias ngga maju kan ? hehehe (sambil tertawa).” (Wawancara, 25 
Mei 2018) 
 
 
Selain itu bapak Suyadi juga menambahkan ; 
“Dulu itu Desa Tegalrejo sangat kasihan sekali mbak. Istilahnya jare 
wong Jowo melas mbak, garing  (re : Istilahnya dalam orang Jawa 
kasihan mbak, kering). Jalanan itu ngga ada yang seperti sekarang 
mbak. Ya kurang lebih 5 tahun yang lalu itu. Ya dengan Dana Desa 
itu kebutuhan warga terpenuhi. Seperti jalan-jalan yang seperti 
sekarang contohnya.” (Wawancara, 23 Mei 2018) 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwasanya 
permasalahan didesa Tegalrejo adalah pertama, bagaimana kebutuhan warga 
terpenuhi. Kebutuhan tersebut yaitu jalan dan infrastruktur pendukung lainnya agar 
masyarakat lebih mudah dalam mengakses kegiatan sehari-harinya. Kedua 
bagaimana kesejahteraan untuk Desa Tegalrejo terpenuhi. Kesejahteraan ini 
dimaksudkan agar para petani tidak gagal panen ketika musim kemarau. Hal ini 
karena petani merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat desa Tegalrejo. 
Dengan demikian, adanya kebijakan pemerintah terkait Dana Desa diukur 
dari ketepatan kebijakan, maka Dana Desa merupakan kebijakan yang dinilai tepat. 
Hal itu dibuktikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Desa Tegalrejo. 
Pembangunan yang mulai di gencarkan sudah bisa dirasakan dan dinikmati oleh 
masyarakat Tegalrejo. Sehingga akses-akses tertentu yang dibutuhkan oleh 
masyarakat Tegalrejo bisa dengan mudah di dapatkan. Selain Dana Desa dapat 
memberikan perubahan pembangunan untuk masyarakat Tegalrejo, Dana Desa 
dinilai tepat karena Dana Desa pada dasarnya merupakan kebijakan dibawah 
kewenangan langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal  dan 
Tranmigrasi Republik Indonesia. Dimana Kemendes merupakan lembaga 
pemerintah Indonesia tertinggi yang   membidangi urusan pembangunan desa  dan 
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan 
daerah tertinggal, dan transmigrasi. Adanya usaha pemerintah melalui Peraturan 
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Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini yang bertujuan terwujudnya 
pembangunan nasional, bangsa  yang mandiri dan  dapat  memenuhi kebutuhan dari 
masyarakat itu sendiri selaras dengan pengertian pembangunan. Menurut W.W 
Rostow (Abdul :2004 :89) yang menjelaskan bahwa pembangunan merupakan 
proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang 
ke masyarakat maju. Hal ini dibuktikan keadaan masyarakat Tegalrejo yang 
dulunya tertinggal sekarang telah menjadi masyrakat yang mandiri sehingga 
masyarakat Tegalrejo dapat memenuhi dan mengakses kebutuhannya serta 
kegiatannya sendiri. 
2. Tepat Pelaksanaan 
Indikator kedua dalam melihat suatu efektivitas kebijakan yaitu melihat 
apakah dalam pelaksanaanya sudah tepat atau tidak. Menurut Matland, ketepatan 
pelaksanaan diartikan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak. 
Pihak tersebut terdiri atas pemerintah, swasta maupun masyarakat. Maksudnya 
adalah, bahwasanya implementor  kebijakan bukan hanya dari pihak lembaga 
pemerintah saja. Ketepatan pelaksanaan dinilai tepat apabila dalam pelaksanaannya 
melibatkan tiga pihak tersebut.  
Dalam ketepatan pelaksanaan, implementor kebijakan Dana Desa ini dibagi 
atas tupoksi masing-masing di bidang pembangunan. Meskipun tujuan dari Dana 
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Desa adalah untuk mewujudkan pembangunan, namun pembangunan disini bukan 
diartikan sebagai pembagunan infrastrutur saja. Pembangunan terdiri atas 
pembagunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan 
infrastruktur adalah pembangunan dalam bentuk fisik yang membantu dam 
mempermudah akses masyarakat Tegalrejo dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan 
pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat Tegalrejo dibina dan 
dibangun agar tercipta individu dan masyarakat yang mandiri.  
Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan fisik melalui jalan, 
drainase, bantuan air untuk petani serta pembangunan fisik lainnya yang dibutuhkan 
masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan, sosialisasi, 
pembelajaran topik tertentu yang dapat diaplikasikan masyarakat Tegalrejo dalam 
kehidupan sehari-harinya. Sehingga dalam ketepatan pelaksaannya, implementor 
dari dana desa di Desa Tegalrejo diukur dari bagaimana kerjasama antara 
pemerintah, swasta serta masyarakat Tegalrejo sendiri. 
Seperti yang dikatakan Matland, pelaksanaan pembangunan dinilai tepat 
apabila terjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Baik dari pemerintah, 
swasta, serta masyarakat. Maksudnya adalah pertama, pelaksanaan pembangunan di 
bidang pemberdayaan masyarakat dinilai tepat jika dalam pelaksaannya 
diselenggarakan oleh pemerintah. Kedua, pembangunan di bidang infrastruktur dan 
pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil di selenggarakan oleh 
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masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Tegalrejo 
dalam pelaksaannya menurut informasi yang dituturkan oleh Ketua TPK (Tim 
Pelaksana Khusus), Bapak Sri Suharso adalah: 
“ Dana Desa biasanya cairnya telat mbak, tapi tidak selalu lo ya. Jadi 
apabila sudah merencanakan pembangunan namun dananya belum 
ada, pemerintah desa menggandeng pihak swasta dulu. Semisal 
pihak dari material dan sejenisnya gitu, kita ambil dulu. Lalu jika 
Dana Desa cair langsung kami bayarkan. Lagi pula apabila dadakan 
belinya repot mbak.” (Wawancara, 21 Mei 2018)  
 
Selain itu Bapak Sri Suharso juga menyampaikan bahwasanya ; 
“Kalau dalam pelaksanaan pembangunan seperti jalan-jalan dan 
drainase, tenaga-tenaga itu desa melibatkan warga mbak. Itu mbak 
yang lagi mbangun di lapangan itu (sambil menunjuk ke arah 
lapangan) itu pekerjanya asli desa sini semua.” (Wawancara, 21 Mei 
2018) 
    
Dari pernyataan Ketua Tim Pelaksana Khusus menyebutkan bahwa 
pemerintah desa melakukan kerja sama dengan menggandeng pihak swasta. Kerja 
sama itu berupa kerja sama dalam pembelian material yang akan diperlukan dan 
digunakan dalam pembanguna. Alur kerjasama tersebut berupa ; dimana pemerintah 
desa melakukan pembelian material dan bahan lainnya yang dibayarkan di akhir. 
Pembayaran diakhir tersebut dikarenakan terlambatnya pencairan dana desa dari 
pemerintah pusat. Meskipun demikian, kerjasama dengan pihak swasta dengan 
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kondisi tersebut sangat baik dan lancar sampai saat ini. Hal ini disampaikan oleh 
Eko Hidayat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Tegalrejo : 
“Dana Desa kan cair 3 kali mbak. Jadi ngga langsung cair semua dan 
tidak bisa mempermudah dalam urusan pembelian dan 
pengelolaannya. Selama ini solusi kita biar pembangunan lancar ya 
klo dalam pembelian material kita berhutang dulu sama pihak 
swasta. Jadi Dibayar diakhir mbak. Dan ngga apa-apa dari pihak 
swastanya. Mereka percaya sama kami.” (Wawancara, 22 Mei 2018) 
 
Selain itu, ia juga menambahkan : 
 
“La wong sampai sekarang juga masih bekerja sama terus kok mbak. 
Pengiriman barang dari sananya juga lancar. Kan kita begitu dana 
desa cair langsung bayar mbak. Jadi kami percaya sama pihak 
swastanya, mereka juga percaya. Karena kami kan nggak pernah 
nakal mbak. Hehehe (sambil tertawa)”. (Wawancara, 22 Mei 2018) 
 
Selain  kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dengan 
pihak swasta,  Pemerintah Desa juga melakukan kerjasama dengan melibatkan  
masyarakat. Pada dasarnya pembangunan di Desa Tegalrejo  dilaksanakan tidak 
serta merta begitu saja dengan hanya persetujuan Pemerintah Desa Tegalrejo saja. 
Sebelum pembangunan di laksanakan, Pemerintah Desa merangkul masyarakat 
dalam perencanaan pembangunan. Hal itu dipertegas oleh bapak Supari sebagai 
Sekretaris Desa Tegalrejo : 
“Pembangunan yang ada itu telah direncanakan dan atas kesepakatan 
bersama mbak. Jadi setiap bulan sekali ada pertemuan musyawarah 
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antara kepala desa, perangkat, ketua RT, ibu-ibu PKK serta 
perwakilan warga.” (Wawancara, 25 Mei 2018) 
 
Pernyataan pendukung juga dilontar oleh Bapak Suyanto : 
 
“oh iya mbak betul itu. Saya itu klo udah awal bulan ya ikut rapat di 
kantor desa sana. Ya membahas apa aja mbak. Termasuk ya 
pembangunan-pembangunan itu pasti. Itu sudah agenda rutinan”. ( 
Wawancara, 23 Mei 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gambar 4.3 
                        Rapat Rutin Pemerintah Desa Tegalrejo dengan Masyarakat 
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Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Tegalrejo 
 
Dari hal diatas diketahui bahwa setiap bulan pemerintah Desa Tegalrejo 
mengadakan rapat rutinan untuk membahas perencanaan pembangunan kedepan. 
Rapat tersebut nampaknya sudah menjadi agenda rutinan. Dimana rapat tersebut 
dihadiri oleh segenap pihak. Baik dari pihak pemerintah desa sendiri, serta segala 
elemen masyarakat. Sehingga kerjasama dalam bentuk rapat ini sangat diperlukan 
untuk keberlangsungan dan kebutuhan pembangunan kedepannya. 
Jika diatas disebutkan bahwasanya pembangunan infrastrukur dinilai tepat 
jika melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Maka selain melakukan agenda 
rapat rutinan diatas, kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat 
adalah menjadikan masyarakat sendiri sebagai pelaksana pembangunan tersebut. 
Artinya pembangunan infrastruktur dikerjakan oleh warga sendiri. Pekerja yang 
dipekerjakan adalah masyarakat atau warga dari Dega Tegarejo sendiri. Pemerintah 
desa memberikan kepercayaan kepada warganya sendiri dalam pembangunan 
infrastruktur yang akan dilakukan.  
 
Gambar 4.4 
Warga Tegalrejo bersama-sama bekerja dalam pembangunan jalan desa 
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Dari hasil diatas terlihat bahwa kerja sama dan koordinasi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Desa dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat terlibat 
dalam pelaksaan kebijakan Dana Desa. Selain keterlibatan dalam masalah 
perencanaan pembangunan Desa Tegalrejo, masyarakat juga terlibat dalam 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal itu dibuktikan bahwa orang-orang 
yang bekerja dalam pembangunan berasal dari Tegalrejo sendiri.  
Kedua adalah pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat. 
Pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dinilai tepat jika 
dalam pelaksaannya diselenggarakan oleh pemerintah. Pembangunan pemberdayaan 
masyarakat di Desa Tegalrejo pada tahun 2017 berupa kegiatan program 
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan kegiatan pencegahan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan dan 
diaplikasikan langsung dengan mendatangkan pembicara dari pemerintah kabupaten 
atau dinas terkait. Penyuluhan tersebut dilaksanakan pemerintah Desa yang 
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bekerjasama dengan narasumber yang di datangkan. Sedangkan masyarakat sebagai 
objek sasaran yang menerima penyuluhan ini. Dengan adanya kegiatan ini, 
pemerintah desa berharap akan memupuk kesadaran masyarak dalam hal 
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana serta pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Heru Setyawan 
selaku Kepala Desa Tegalrejo: 
“Penyuluhan itu dilaksanakan di balai desa sana mbak. Kemarin itu 
sudah ada berupa kegiatan program pengendalian penduduk, 
Keluarga Berencana dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. Biasanya kan orang desa itu kan berfikirnya 
masih jaman dulu mbak. Dengan kegiatan ini, memberi pengetahuan 
baru sama warga terkait KB. Dan belum lama ini juga marak 
kekerasan pada anak didaerah-daerah tertentu sana. Kami juga 
berikan penyuluhan tentang itu.” (Wawancara, 22 Mei 2018) 
 
 
                          Gambar 4.5 
               Penyuluhan kepada Warga Desa Tegalrejo 
                 
   Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Tegalrejo 
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Seperti yang sudah ditulis diatas, yang mengatakan bahwa ketepatan 
pelaksanaan dana desa di nilai tepat apabila pelaksanaan pembangunan di bidang 
pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah. Serta  kedua adalah  
pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan industri-industri berskala 
menengah dan kecil di selenggarakan oleh masyarakat. Melihat tolak ukur tersebut, 
melalui penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan hasil yakni pelaksanaan 
pembangunan di Desa Tegalrejo telah sesuai dengan syarat ketepatan pelaksanaan 
tersebut. Sehingga dalam Ketepatan Pelaksanaan Dana Desa di desa Tegalrejo 
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dinilai tepat. 
 
 
3. Tepat Target 
Aspek ketiga yakni ketepatan target.  Target merupakan suatu hal yang 
harus dicapai dalam suatu perencanaan. Menurut Matland, dalam ketepatan target 
ada tiga hal yang dijadikan sebagai tolak ukur. Pertama yang dilihat yakni apakah 
target sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, kesiapan dari semua pihak serta 
ada atau tidaknya koflik bahkan harmoni. Artinya adakah sebuah penolakan atau 
tidak. Ketiga apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan baru atau hanya 
memperbaharui kebijakan sebelumnya. Maksudnya adalah, apakah kebijakan 
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pemerintah terkait Dana Desa ini tergolong baru atau hanya memperbaiki kebijakan 
sebelumnya. 
Pertama, apakah target telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Telah 
diketahui bahwa target dari adanya kebijakan terkait dana desa adalah pemerataan 
pembangunan. Didesa Tegalrejo sendiri pembangunan infrastruktur  sangat 
diperlukan dalam membantu dan memudahkan warga dalam kegiatan sehari-
harinya. Sehingga dengan melalui perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah 
desa dan masyarakat desa Tegalrejo dihasil beberapa target perencanaan 
pembangunan dalam waktu kedepan. 
Pada tahun 2017, pemerintah desa Tegalrejo menargetkan beberapa 
pembangunan yang harus terselesaikan. Berikut target menurut APBDes 
pembangunan infrastruktur dan potensi desa di Desa Tegalrejo pada tahun 2017 : 
- Pembangunan Jalan Desa 
- Pembangunan  Saluran  Drainase/Talud  
- Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
- Pembangunan Pamsimas 
- Pembangunan Sumur Dalam Sawah  
Tabel 4.6 
       Realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Tegalrejo  
      Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tahun 2017 
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No Kegiatan APBDesa Realisasi 
1. Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 
  
 a. Kegiatan Pengelolaan 
Sistem Informasi Desa 
(SID) 
Rp.   35.000.000,00 Rp.   35.000.000,00 
 b. Kegiatan Penyusunan 
Profil Desa 
Rp.   15.000.000,00 Rp.   15.000.000,00 
 c. Kegiatan Monitoring 
Perkembangan Desa 
Rp.     5.000.000,00 Rp.     5.000.000,00 
2.  Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 
  
 a. Kegiatan Pembangunan 
Jalan Desa 
Rp. 261.205.000,00 Rp. 261.205.000,00 
 b. Kegiatan Pembangunan 
Saluran Drainase/Talud 
Rp. 475.000.000,00 Rp. 475.000.000,00 
3. Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 
  
 a. Kegiatan Program 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
Rp.   15.000.000,00 Rp.   15.000.000,00 
 b. Kegiatan Pencegahan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak 
Rp.   10.000.000,00 Rp.   10.000.000,00 
 Total Rp. 816.205.000,00 Rp. 816.205.000,00 
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Sumber : APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Tegalrejo tahun      
2017, diolah 
 
Dari target pembangunan yang ditetapkan melalui APBDes diatas, Dana 
Desa digunakan untuk pembangunan jalan desa, pembangunan saluran 
drainase/talud serta pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan target pembangunan 
lainnya menggunakan dana lainnya. Pembangunan infrstruktur berupa jalan 
memang merupakan target dalam pembangunan saat ini. Karena jalan merupakan 
kebutuhan primer warga Tegalrejo dalam mengakses dari tempat satu ketempat lain.  
Dengan jalan yang bagus maka warga tidak kesulitan dalam mengakses suatu 
kegiatan tertentu. Hal demikian merupakan kemauan masyarakat Tegalrejo. Seperti 
yang disampaikan oleh Bapak Sugiyanto selaku Kebayan Dusun Gombelan : 
“Kalau orang desa itu yang penting jalannya dulu mbak. Mbak 
keliling desa coba. Nanti kan mbak merasakan dan melihat 
bagaimana kondisi jalan desa Tegalrejo mbak. Disana (sambil 
menunjuk tempat) itu kan pemakaman. Nah dulu itu kalau mau 
nguburin sampai ada yang jatuh mayatnya. Jalannya turun dan 
nanjak. Apalagi berlubang. Tapi sekarang sudah bagus mbak.Nggak 
ada lagi mayat jatuh dari keranda.” (Wawancara, 21 Mei 2018) 
 
Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Sri Suharso, selaku Ketua TPK: 
 
“Dana Desa sampai sejauh ini memang diprioritaskan untuk 
pembangunan jalan.  Karena memang dari masyarakat 
menghendakinya yang penting jalannya bagus dulu, termasuk 
lingkungan. Baik itu pembangunan drainase, jamban. Sedangkan 
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kalau dari segi perekonomian itu ada pembuatan sumur.” 
(Wawancara, 21 Mei 2018) 
 
Selain Bapak Sugiyanto dan Bapak Sri Suharso, Ibu Asih menambahkan : 
 
“Saya itu bukan asli sini mbak. Saya cuma ikut suami. Tapi saya 
sudah lama disini. Ya kalau jalan sudah mulus mbak. Liat saja kalau 
masalah jalan, desa Tegalrejo sudah bagus sekali, mulus. Dulu waktu 
awal saya ikut suami kesini ya ngga seperti itu mbak.  Masih 
berlubang jelek. Ya meskipun kalo depan rumah saya ini pernah 
rusak karena yang lewat kan truk truk pengangkut padi mbak setiap 
hari, tapi ngga lama ya langsung diperbaiki.” (Wawancara, 26 Mei 
2018) 
 
Dari apa yang disampaikan diatas, maka diketahui memang masyarakat 
menginginkan pembangunan infrastruktrur berupa jalan yang bagus. Bukan hanya 
jalan yang bagus saja, namun pembangunan pembangunan infrastruktur lainnya 
yang dibutuhkan petani juga dilakukan. Seperti yang disampaikan bapak Sri 
Suharso di atas.  Pembangunan infrastruktur yang direncanakan sampai saat ini 
sudah terlaksana dan terselesaikan sesuai target. Hal itu di sanpaikan oleh Bapak 
Heru Setyawan selaku Kepala Desa Tegalrejo : 
“Alhamdulillah mbak. Jalan-jalan desa sudah bagus. Semua sudah 
selesai dan masyarakat sekarang lebih mudah menuju akses tertentu. 
Kemarin terakhir itu pembangunan sumur untuk petani.” 
(Wawancara, 22 Mei 2018) 
 
Bapak Suyanto menambahkan : 
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“YaAllah mbak, (meneteskan air mata karena terharu). Saya itu 
bersyukur sekali karena sekarang petani, termasuk saya sendiri. 
Kalau kemarau tidak kekeringan dan gagal panen. Karena sudah ada 
sumur dalam. Alhamdulillah mbak.” (Wawancara, 23 Mei 2018) 
 
               Gambar 4.6 
            Kondisi Jalanan Desa Tegalrejo 
                                   
 
                Gambar 4.7 
                 Sumur Dalam untuk Petani 
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Tolak ukur  kedua dalam melihat ketepatan target adalah bagaimana 
kesiapan dari semua pihak serta ada atau tidaknya koflik bahkan harmoni. Artinya 
adalah bagaimana penerimaan kepada masyarakat Tegalrejo dengan adanya 
kebijakan dana desa ini. Penerimaan tersebut maksudnya adalah apakah masyarakat 
atau warga Tegalrejo mendukung atau menolak pembangunan yang akan 
dilaksanakan. Akan tetapi, dalam keberjalanan kebijakan dana desa ini 
menunjukkan hal positif. Menurut informasi yang diperoleh peneliti menunjukkan 
bahwa pihak-pihak yang ada di Desa Tegalrejo termasuk masyarakat dan warga  
mendukung terkait pembangunan yang akan dilakukan. Dukungan tersebut berupa 
merelakan tanahnya sebagai lahan yang akan dibangun untuk infrastruktur jalan. 
Selain tu tanah atau sawah tersebut tidak meminta ganti rugi. Hal tersebut 
dibuktikan dari penyataan yang disampaikan oleh Bapak Heru Setiawan selaku 
Kepala Desa Tegalrejo : 
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“Warga itu sekarang sudah pintar mbak. Sampai saat ini belum ada 
yang protes dengan pembangunan. Bahkan pembangunan jalan 
contohnya, orang desa itu biasanya kan tanahnya banyak. Tapi 
karena mereka itu sadar untuk kemajuan dan kebutuhan bersama, 
sampai-sampai mereka ikhlas menyerahkan beberapa lahannya 
digunakan jalan tanpa ganti rugi (sambil tersenyum)”. (Wawancara, 
23 Mei 2018) 
   
Dari pernyataan diatas, diketahui bahwasanya masyarakat atau warga sangat 
mendukung dengan pembangunan-pembangunan di desa Tegalrejo. Tidak ada 
konflik terjadi dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Bahkan secara ikhlas 
masyarakat merelakan tanah mereka tanpa paksaan sebagai lahan untuk jalan desa. 
Sehingga dengan adanya pembangunan ini akses jalan tertentu menuju tempat 
tertentu dapat dilakukan dengan mudah . Dukungan masyarakat Tegalrejo ini 
membuat pelaksaan pembangunan juga lancar dan lebih cepat terselesaikan. 
 
 
 
 
 
     Gambar 4.8 
                 Pembangunan Jalan Desa Menggunakan Lahan/Sawah Warga Sekitar 
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Tolak ukur ketiga dalam melihat ketepatan target adalah apakah kebijakan 
Desa Desa ini merupakan kebijakan yang bersifat baru atau memperbarui kebijakan 
lama. Seperti yang diketahui bahwasanya Dana Desa merupakan kebijakan baru dan 
tidak memperbarui kebijakan lama. Kebijakan Dana Desa pertama kali 
terimplementasikan pada tahun 2015 hingga sekarang. Dari penjelasan dan 
penelitian yang dilakukan peneliti terkait efektivitas Dana Desa di Desa Tegalrejo 
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ditinjau dari aspek ketepatan target maka 
dinilai tepat target. Hal ini dibuktikan pertama, bahwa pembangunan di Desa 
Tegalrejo telah sesuai dengan target yang direncanakan. Kedua, adanya dukungan 
penuh dari msyarakat atau warga Desa Tegalrejo dan tidak ada konflik dalam 
pelaksaannya. Sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalrejo terlaksana 
dengan lancar. Serta ketiga adalah dana desa merupakan kebijakan baru dalam 
pemerataan pembangunan di desa. 
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4. Tepat Lingkungan  
Aspek keempat dalam mengukur efektivitas kebijakan Dana Desa di Desa 
Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen adalah ketepatan lingkungan.  
Menurut Matland, terdapat dua lingkungan dalam ketepatan lingkungan yaitu 
lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. 
a. Lingkungan Kebijakan 
Lingkungan kebijakan disini dimaksudkan bagaimana interaksi antara 
lembaga perumus kebijakan  dan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini bagaimana 
interaksi lembaga perumus kebijakan yang berarti pemerintah pusat dengan 
pelaksana kebijakan yang berarti pemerintah daerah dan pemerintah desa. 
Artinya bagaimana interaksi pemerintah desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, 
serta pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Sragen. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil 
bahwa interaksi yang dilakukan melalui koordinasi dan monitoring.  
Koordinasi yang dilakukan adalah desa diberikan kewenangan untuk 
menyusun anggaran dana desa yang dimulai dari 2015 hingga tahun-tahun 
selanjutnya dalam pencairan dana desa. Yang kemudian dikumpulkan ke 
kecamatan, lalu dari kecamatan dikumpulkan ke pemerintah daerah yaitu Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Setelah tahap tersebut 
 
 
103 
 
baru diajukan ke pemerintah pusat. Sedangkan monitoring yang dimaksud 
adalah monitoring yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Sragen, dan Kecamatan Gondang langsung kepada pelaksanaan 
pembangunan di Desa Tegalrejo. 
Kepala Seksi Sarana Prasarana Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Bapak Sugianto, S.sos menyampaikan 
: 
“Sejauh ini koordinasi bagus mbak. Desa Tegalrejo tidak 
pernah terlambat dalam pengumpulan LPJ salah satunya. 
Karena memang ada desa yang perlu di oyak-oyak dulu gitu.” 
(Wawancara, 23 Juli 2018) 
 
Selain Kepala Seksi Sarana Prasarana Kawasan Pedesaan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen,  Bapak Agus Wahyudi 
Sebagai Kaur Ekbang Pemberdayaan dan Pembangunan Kecamatan Gondang 
mengatakan : 
“Ya kami dari kecamatan hanya memfasilitasi dan 
mengawasi mbak. Selebihnya bagaimana itukan kewenangan 
pemerintah desa. Tapi kan kalo waktunya LPJ an kami dari 
kecamatan memberikan batas waktu pengumpulan. Ya biar 
ke Dinas PMD nya ngga telat mbak. Alhamdulillah dari 
Kecamatan Gondang tidak pernah telat. Termasuk Desa 
Tegalrejo”. (Wawancara, 20 Mei 2018) 
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Dari pemerintah desa, Bapak Heru Setyawan Kepala Desa Tegalrejo 
menuturkan : 
“Koordinasi dari Dinas PMD dan Kecamatan baik dek. Ya 
klo LPJ-an ya itu sudah termasuk tanggung jawab saya dan 
rekan-rekan pemdes untuk menyelesaikannya. Ya sampai 
sekarang alhamdulillah lancar, tepat waktu dan belum ada 
peringatan sih dari Dinas PMD dan kecamatan.” 
(Wawancara, 22 Mei 2018) 
 
Beberapa penjelasan dan pernyataan diatas menyatakan bahwa interaksi 
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa 
sudah berjalan dengan baik. Interaksi tersebut dilakukan dengan koordinasi dan 
monitoring langsung ke Desa Tegalrejo.  
b. Lingkungan Eksternal Kebijakan 
Lingkungan kedua dalam melihat ketepatan lingkungan dalam 
efektivitas Dana Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten 
Sragen adalah lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan eksternal kebijakan 
berarti lingkungan yang ada di luar kebijakan dana desa. Jika lingkungan 
kebijakan merupakan interaksi antara pemerintah pusat, daerah dan desa, maka 
berbeda dengan lingkungan eksternal kebijakan ini. 
Lingkungan eksternal kebijakan terdiri atas persepsi masyarakat , 
interpretasi masyarakat, serta media massa. Adanya dana desa membuat 
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perubahan pembangunan di Desa Tegalrejo. Masyarakat atau warga menyambut 
baik dan mendukung adanya kebijakan ini. Karena dengan adanya kebijakan 
dana desa ini Desa Tegalrejo mengalami perubahan perubahan pembangunan. 
Selain masyarakat, media massa juga mengikuti perkembangan ini. Hal ini 
dibuktikan dari di publikasikannya perubahan-perubahan pembangunan tersebut 
melalui sosial media. Adanya berita yang dipublikasikan oleh media massa ini 
maka perubahan-perubahan pembangunan di Desa Tegalrejo tidak hanya 
diketahui oleh masyarakat atau warga Tegalrejo saja. Namun bisa dilihat oleh 
seluruh masyarakat Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
                Gambar 4.9 
                         Pembangunan Desa Tegalrejo yang dipublikasikan oleh Media Massa 
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         Sumber : joglosemarnews.com, dipublikasikan pada tanggal 5 April 2018 
 
 
 
Dalam ketepatan lingkungan Dana Desa di Tegalrejo dinilai telah tepat. 
Ditunjukkan dari penelitian dan penjelasan diatas bahwa lingkungan kebijakan 
dan lingkungan eksternal kebijakan meliputi interaksi dengan pemerintah pusat, 
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daerah, desa, masyarakat serta kelompok kepentingan lain seperti media massa 
berjalan sesuai ketentuan. 
5. Tepat Proses 
Aspek terakhir dalam melihat efektivitas adalah ketepatan proses. Proses 
pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang berkaitan, yang 
awalnya bersama-sama dari suatu rencana menjadi sebuah tujuan. Didalam proses 
ini,  menurut Matland dapat melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, 
lembaga serta masyrakat. Melalui proses ini, pihak-pihak yang terdiri atas  
perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga serta masyrakat menyusun suatu 
rencana yang kemudian diwujudkan sesuai tujuan yang diharapkan. Pada 
Implementasi kebijakan ada tiga proses yang dilalui. Sama halnya dalam hal ini 
yakni peneliti melihat ketepatan proses efektivitas dana desa di Desa Tegalrejo 
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen melalui tiga proses tersebut. Proses 
tersebut terdiri atas : 
a. Policy accepance 
Tahap pertama dalam melihat ketepatan proses pada implementasi 
kebijakan adalah policy accepance. Dalam policy accepance atau penerimaan 
kebijakan ini adalah bahwasanya kebijakan merupakan aturan yang 
diperlakukan untuk masa depan. Pemerintah harus memahami aturan tersebut 
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dan harus dilaksanakan pula. Maksudnya adalah, dalam hal ini kebijakan 
tersebut adalah dana desa. Dana desa merupakan kebijakan yang dikelurkan 
untuk pembangunan desa. Pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan dan 
memberikan sebuah nilai untuk masyarakat di masa depan. Dalam tahap 
ketepatan proses ini, di proses policy accepance peneliti melihat sejauh mana 
pemahaman oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan Dana Desa. 
Pelaksana tersebut terdiri atas pemerintah di kabupaten, kecamatan bahkan 
pemerintah desa di Desa Tegalrejo. 
Pemahaman tersebut, dapat dilihat apakah pelaksana mengetahui 
maksud dan tujuan bahkan SOP dari kebijakan dana desa. Dalam policy 
accepance kepada pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah paham 
dengan adanya kebijakan dana desa. Hal demikian diperoleh langsung dari 
peneliti kepada pihak pelaksana. Yang terdiri dari pelaksana pemerintah 
kabupaten, kecamatan, serta pemerintah desa Tegalrejo. Disampaikan langsung 
oleh bapak Sugianto, S.Sos selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kawasan 
Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen : 
“Ya yang namanya Dana Desa berarti dana untuk Desa 
kasarannya seperti itu mbak. Ini salah satu program yang ada 
pada Nawacita pak Jokowi. Tujuannya ya untuk membangun 
desa. Kan per desa itu dapat jatah 1 (satu) Miliyar. Dana itu 
turun 3 kali tahap mbak. Tahap pertama 20%, kedua 40 % 
dan ketiga 40%.” (Wawancara, 23 Juli 2018) 
   
 
 
109 
 
Selain bapak Sugianto,S.sos , hal sama juga disampaikan oleh Bapak 
Agus Wahyudi Sebagai Kaur Ekbang Pemberdayaan dan Pembangunan 
Kecamatan Gondang : 
“Dana Desa ya dana yang berasal dari APBN to mbak 
diperuntukkan untuk desa digunakan untuk pembangunan. 
Untuk jumlahnya 1 (satu) Miliyar tapi itu belum dikurangi 
pajak. Biasanya cair sekitar 800-900 Juta perdesa.” 
(Wawancara, 20 Mei 2018) 
 
Sedangkan, pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh bapak Kepala 
Desa Tegalrejo, Heru Setiawan : 
“Dana Desa itu Dana dari APBN yang digunakan untuk 
mbak. Pembangunan desa itu terdiri atas pembangunan 
infrastruktur dan pemberdayaan masyarakatnya. Kalau 
pencairannya 3(tiga) kali tahapan mbak. Biasanya awal 
bulan, tengah dan akhir. 20% diawal, 40% ditengah, dan 40% 
diakhir mbak.” (Wawancara, 22 Mei 2018) 
 
Dari penjelasan dan pernyataan diatas pelaksana kebijakan sendiri yang 
terdiri atas pemerintah kabupaten, kecamatan serta pemerintah desa dalam 
“ketepatan proses” pada tahap  policy accepance  diketahui bahwa pelaksana 
telah memahami kebijakan dana desa, tujuan serta SOP yang terdapat pada 
kebijakan Dana Desa. 
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b. Policy adaption 
Tahap kedua dalam melihat ketepatan proses adalah tahap policy 
adaption. Pada tahap policy adaption ini berbeda dengan tahapan yang pertama. 
Jika tahap pertama pemerintah harus “memahami” kebijakan dan harus 
dilaksanakan, maka pada tahap policy adaption pemerintah harus “menerima” 
kebijakan dan harus dilaksanakan. Menerima disini merujuk bagaimana Dana 
Desa diterima dan harus dilaksanakan untuk pembangunan di Desa Tegalrejo. 
Di Desa Tegalrejo Dana Desa telah diterima melalui nominal jumlah uang yang 
sesuai. Pada tahun 2017 Desa Tegalrejo menerima Dana Desa sebesar Rp. 
816.205.000,00. Dengan diterima Dana tersebut maka kewajiban pemerintah 
selanjutnya yaitu melaksanakan pembangunan.  
c. Strategic readiness 
Tahap terakhir dalam melihat ketepatan proses adalah tahap strategic 
readiness. Jika ditahap pertama dan kedua sudah terlewati, yakni publik 
menerima bahwa kebijakan ada untuk masa depan dan pemerintah sudah 
memahami dan menerima, maka terakhir ada publik atau masyarakat harus siap 
terlibat dalam melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan . Sedang disisi 
lain pemerintah siap menjadi pelaksan kebijakan tesebut. Artinya adalah, dalam 
tahapan ketiga ini berarti masyarakat menjadi bagian dari kebijakan dana desa, 
dan pemerintah juga siap menjadi pelaksana dari kebijakan dana desa. 
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Masyarakat menjadi bagian dari kebijakan dana desa. Maksudnya 
adalah masyarakat sebagai target sasaran dari kebijakan dana desa. Masyarakat 
sebagai penikmat dan penerima dari kebijakan dana desa ini. Didesa Tegalrejo, 
masyarakat atau publik sebagai penerima dan bisa menikmati adanya 
pembangunan-pembangunan. Dengan demikian pemerintah siap melaksanakan 
dan memfasilitasi masyarakat dengan melakukan pembangunan-pembangunan 
di Desa Tegalrejo sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pembangunan 
yang telah disepakati. 
Penelitian yang dilakukan peneliti dalam melihat Strategic readiness 
Dana Desa di Desa Tegalrejo menunjukkan bahwa pemerintah telah menjadi 
dari pelaksana kebijakan Dana Desa dan masyarakat juga telah menjadi bagian 
dari kebijakan dana desa. Pemerintah desa telah melakukan pembangunan 
infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan masyarakat Tegalrejo 
telah mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan sehingga mempermudah 
akses masyarakat Tegalrejo sendiri. Serta penyuluhan penyuluhan yang 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian masyarakat 
Tegalrejo telah menjadi bagian dari Dana Desa.  
Berbagai penjelasan dan informasi yang diperoleh dari peneliti dalam 
penelitiannya, maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan proses kebijakan Dana 
Desa dinilai tepat. Dibuktikan dari pemahaman dan penerimaan dana desa oleh 
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pemerintah. Serta pelaksanaan yang sesuai dengan pemahaman dan penerimaan 
tersebut. Selain itu masyarakat Tegalrejo telah menjadi bagian dari kebijakan 
dana desa ini. Sebagai pelaksana, penerima serta penikmat dari pembangunan-
pembangunan yang telah ada. 
Dengan demikian dari lima (5) indikator pengukuran efektivitas dana 
desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen yang terdiri 
dari tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat 
proses diperoleh hasil bahwa : Dana Desa di di Desa Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen diukur dari lima (5) ketepatan tersebut telah 
berjalan dengan efektif. Dimana pembangunan-pembangunan yang 
direncanakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mulai dari perencanaan 
, pelaksanaan, proses berjalan dengan lancar. Sehingga masyarakat Desa 
Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dapat merasakan perubahan-
perubahan pembangunan dari adanya Dana Desa.  
Berdasarkan penelitian oleh peneliti diatas, ditinjau dari model 
pembangunan menurut Kuncoro, maka pembangunan di Desa Tegalrejo 
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini termasuk dalam kategori 
pembangunan model Basic Needs. Model pembangunan Basic Needs pada 
dasarnya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan. Hal tesebut 
karena pembangunan di Desa Tegalrejo memenuhi (6) enam karakteristik 
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dalam model pembangunan  Basic Needs. Pertama, fokus pada Basic Needs ini 
adalah pelayanan publik dan servis. Dalam penelitian ini, Dana Desa ada 
sebagai dana yang diberikan pemerintah dalam  mewujudkan pembangunan di 
desa. Pembangunan tersebut merupakan sesuatu yang awalnya tidak ada 
menjadi ada. Didesa Tegalrejo sendiri yang awalnya pembangunan sangat 
minim dan rendah, kini dengan adanya Dana Desa pembangunan infrastruktur 
serta pemberdayaan sudah ada. Dan dengan adanya pembangunan tersebut, 
misalnya jalan desa, drainase, talud masyarakat dengan semakin mudah 
mengakses kegiatan sehari-hari. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain, 
dimana mereka dulu sangat sulit menuju akses tertentu.  
Kedua,  berkiblat pada manusia. Maksudnya adalah manusia sebagai 
penentu dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, bahwasanya manusia mempunyai peran penting dalam 
pembangunan sendiri. Dilihat dari rapat-rapat dalam perencanaan serta 
pelaksanaan dilaksanakan langsung oleh segenap warga Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen. Ketiga, berindikator pada indikator sosial. Sosial 
memiliki sifat yang dinamis. Begitupun pembangunan yang terjadi di Desa 
Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen juga dinamis. Pembangunan 
di Desa Tegalrejo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di Desa Tegalrejo 
sendiri juga ada pembangunan alun-alun khusus desa. Akan tetapi 
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pembangunan alun-alun desa tersebut menggunakan dana lain-lain, bukan dari 
Dana Desa. 
Keempat, pemerintah sebagai Service Provider . Maksudnya adalah 
pemerintah berperan sebagai penyedia layanan. Dalam hal ini pembangunan 
yang terjadi Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ada 
sebagai layanan untuk warga Tegalrejo. Agar tercapai masyrakat yang mandiri. 
Layanan tersebut berupa pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan 
masyarakat. Kelima, sumber utama berasal dari kemampuan administratif dan 
anggaran. Seperti yang telah dilakukan peneliti bahwasanya, target 
pembangunan di Desa Tegalrejo berdasarkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) Desa Tegalrejo. Pendapatan tersebut salah satunya 
berasal dari Dana Desa. Keenam adalah keterbatasan anggaran dan 
inkompetensi aparat. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini, melalui 
obervasi dan wawancara yang dilakukan, Dana Desa terdapat 3 tahap 
pencairan. Sehingga dalam pelaksanannya terkadang dana desa ini menjadi 
kendala. Serta inkompetensi aparat di pemerintah desa kepada pemerintah 
pusat.
 
 
115 
 
Tabel 4.7 
Matriks Penelitian 
No.  Aspek Efektivitas Kebijakan 
(Matland 1995) 
Hasil Penelitian 
1.  Tepat Kebijakan Kebijakan dana desa untuk Desa Tegalrejo dinilai tepat. Adanya kebijakan dana desa memberikan manfaat dan 
perubahan untuk Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Perubahan tersebut berupa pembangunan-
pembangunan yang ada. Baik pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Sehingga sekarang masyarakat dengan 
mudah mengakses kegiatan sehari-harinya.  
2. Tepat Pelaksanaan Kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat adalah masyarakat dilibatkan pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur. Masyarakat berperan dalam perencanaan pembangunan sekaligus pekerja lapangan langsung. Di 
bidang pemberdayaan, pemerintah desa Tegalrejo bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah narasumber dalam 
sosialiasi terkait pemberdayaan didatangkan dari pemerintah kabupaten/kota Sragen. Sedangkan kerjasama dengan 
swasta adalah pembelian  berupa material dan kebutuhan dalam mendukung pembangunan yang akan dilakukan 
dengan pembayaran dilakukan di akhir. 
3. Tepat Target - Dalam APBDes Desa Tegalrejo tahun 2017, target pembangunan yang bersumber pada Dana Desa adalah 
pembangunan jalan desa, pembangunan drainase/talud serta pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan. 
Saat ini target tersebut telah sesuai dengan apa yang terencana dan sudah dinikmati oleh masyarakat Tegalrejo.  
- Sedangkan dalam kesiapannya, masyarakat Tegalrejo sangat siap. Kesiapan tersebut tercerminkan atas dukungan 
yang diberikan oleh warga. Dimana pembangunan berjalan lancar bahkan warga yang tanahnya digunakan untuk 
pembangunan jalan ikhlas dan tidak meminta ganti rugi. 
4. Tepat Lingkungan Dalam lingkungan kebijakan, interaksi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sudah sesuai. Selama ini 
koordinasi yang dilakukan antara pemerintah kabupaten dan desa tidak ada masalah. Dalam hal ini pengumpulan 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selalu tepat waktu. Sedangkan interaksi yang dijalin dengan eksternal kebijakan 
juga berjalan dengan baik. Dimana masyarakat Tegalrejo sendiri  mendukung adanya pembangunan serta media 
massa yang memberikan informasi terkait perubahan pembangunan yang terjadi di Desa Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen sendiri. 
5. Tepat Proses Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa sudah memahami maksud dan tujuan kebijakan Dana Desa. 
Kebijakan Dana Desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Dana Desa. 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa, Efektivitas Dana Desa  di Desa Tegalrejo 
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dilihat dari dimensi efektivitas, 
diperoleh hasil : 
1. Tepat Kebijakan 
Desa Tegalrejo dulunya merupakan desa terbelakang dan 
pembangunan yang sangat rendah. Sehingga masyarakat sulit dalam 
mengakses kegiatan sehari-harinya. Adanya Dana Desa memberikan 
manfaat dan perubahan untuk Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen. Perubahan tersebut berupa pembangunan-
pembangunan yang ada. Baik pembangunan infrastruktur dan 
pemberdayaan. Dimana dengan adanya Dana Desa ini perubahan 
pembangunan terjadi di Desa Tegalrejo. Sehingga sekarang masyarakat 
dengan mudah mengakses kegiatan sehari-harinya. Dengan demikian, 
Dana Desa merupakan kebijakan yang tepat dalam perubahan 
pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. 
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2. Tepat Pelaksanaan 
Ketepatan pelaksanaan, dinilai tepat apabila dalam pelaksanaan 
terjalin sebuah kerjasama antara pemerintah, pihak swasta serta 
masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan sebuah 
hasil bahwa kerja sama tersebut telah terjalin. Pemerintah desa Tegalrejo 
telah menggandeng pihak swasta dalam bekerjasama. Kerjasama tersebut 
yakni pembelian kepada pihak swasta berupa material dan kebutuhan 
dalam mendukung pembangunan yang akan dilakukan dengan 
pembayaran dilakukan di akhir. 
Kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat adalah masyarakat 
dilibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat berperan 
dalam perencanaan pembangunan sekaligus pekerja lapangan langsung. 
Di bidang pemberdayaan, pemerintah desa Tegalrejo bekerja sama dengan 
pemerintah daerah adalah narasumber dalam sosialiasi terkait 
pemberdayaan didatangkan dari pemerintah kabupaten/kota Sragen.  
3. Tepat Target 
Dalam APBDes Desa Tegalrejo tahun 2017, target pembangunan 
yang bersumber pada Dana Desa adalah pembangunan jalan desa, 
pembangunan drainase/talud serta pembangunan bidang pembinaan 
kemasyarakatan. Saat ini target tersebut telah sesuai dengan apa yang 
terencana dan sudah dinikmati oleh masyarakat Tegalrejo.  
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Sedangkan dalam kesiapannya, masyarakat Tegalrejo sangat siap. 
Kesiapan tersebut tercerminkan atas dukungan yang diberikan oleh warga. 
Dimana pembangunan berjalan lancar bahkan warga yang tanahnya 
digunakan untuk pembangunan jalan ikhlas dan tidak meminta ganti rugi.  
4. Tepat Lingkungan 
Ketepatan lingkungan meliputi dua hal, yaitu lingkungan 
kebijakan dan lingkungan ekternal kebijakan. Dalam lingkungan 
kebijakan, interaksi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sudah 
sesuai. Selama ini koordinasi yang dilakukan antara pemerintah 
kabupaten dan desa tidak ada masalah. Dalam hal ini pengumpulan 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selalu tepat waktu. Sedangkan 
interaksi yang dijalin dengan eksternal kebijakan juga berjalan dengan 
baik. Dimana masyarakat Tegalrejo sendiri  mendukung adanya 
pembangunan serta media massa yang memberikan informasi terkait 
perubahan pembangunan yang terjadi di Desa Tegalrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen sendiri. 
5. Tepat Proses 
Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa sudah 
memahami maksud dan tujuan kebijakan Dana Desa. Kebijakan Dana 
Desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Dana Desa. 
Yakni pemerataan pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 
penulis dapat berikan adalah : 
1. Untuk pemerintah desa, penggunaan Dana Desa sebaiknya tidak 
digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nominal yang besar. 
Alangkah baiknya juga harus memperhatikan pembangunan ekonomi 
kreatif seperti pembinaan terhadap petani. Mengingat masyarakat 
Tegalrejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga 
selanjutnya diharapkan Desa Tegalrejo mempunyai produk dari hasil 
pertaniannya sendiri. 
2. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen 
alangkah baiknya melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan 
dana desa dan identifikasi potensi desa. Sehingga diharapkan penggunaan 
dana desa sesuai dengan tujuan dari kebijakan dana desa itu sendiri. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Form  Wawancara Pihak Pemerintah Desa Tegalrejo, Pihak Kecamatan 
Gondang serta Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Sragen 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Tegalrejo? 
2. Bagaimana pembangunan di Tegalrejo sebelum adanya Dana Desa? 
3. Apa maksud dan tujuan dari adanya Dana Desa sendiri? 
4. Bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur Tegalrejo yang bersumber dari 
Dana Desa apakah berjalan dengann baik atau tersendat-sendat, jika tersendat apa 
persoalannya? 
5. Dari mana saja sumber dana pembangunan infrastruktur Tegalrejo ? 
6. Dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tegalrejo selama ini digunakan untuk 
apa saja? 
7. Apakah semua masyarakat dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan 
desa? 
8. Apa saja infrastruktur yang dibangun dari Alokasi Dana  Desa Tegalrejo tahun2017? 
9. Apakah dana dari Alokasi Dana Desa Tegalrejo juga digunakan untuk usaha produktif 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 
10. Apakah pembangunan infrastruktur selama ini sudah sesuai dengan harapan 
masyarakat? 
11. Apa saja target pembangunan Desa Tegalrejo tahun 2017? 
12. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara dinas, kecamatan dan desa? 
 
Form Wawancara Masyarakat 
 
Nama  : 
Pekerjaan : 
Umur  : 
1. Apa pekerjaan bapak/ibu? 
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur desa? Bagus 
atau tidak?  
3. Apakah anda ikut dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan desa? 
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini dibangun didesa? 
5. Apakah ada program-program produktif yang bersumber dari dana desa? Jika ada 
program apa saja? 
6. Apakah anda merasa puas dengan pembangunan selama ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembaran Observasi 
 
Judul Penelitian : Efektvitas Dana Desa Dalam Meningkatkan   Pembangungan di Desa 
  Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen 
Peneliti : Fhatimatuz Zehroil Batul 
 
Petunjuk, beri tanda cek list (√) pada kolom ‘ya’ atau ‘tidak’ sesuai dengan kondisi di tempat 
Penelitian 
 
NO ASPEK YANG DI OBSERVASI YA TIDAK KETERANGAN 
1 Adanya pembangunan infrastruktur 
desa dari dana desa 
   
2 Pembangunan infrastruktur yang 
bersumber dari dana desa memberi 
dampak positif bagi masyarakat 
   
3 Semua masyarakat dilibatkan dalam 
proses pelaksanaan kegiatan 
program pembangunan 
   
4 Dana Desa lebih banyak digunakan  
untuk pembangunan infrastruktur 
daripada pemberdayaan 
   
5 Apa yang telah dibangun tidak 
bertahan lam dan cepat rusak 
   
6 Tim pelaksana program sangat 
terbuka dengan penggunaan Dana 
Desa 
   
7 Pembangunan memberi pengaruh 
terhadap pengembangan pertanian 
masyarakat 
   
8 Pembangunan jalan merupakan 
prioritas penggunaan Dana Desa 
   
9 Masih ada infrastruktur yang belum    
di bangun yang dibutuhkan 
masyarakat 
10 Ada masyarakat yang kurang puas 
dengan hasil pembangunan 
   
11 Masyarakat membutuhkan dana 
yang lebih besar lagi kedepan 
   
12 Harapan masyarakat Program Dana 
Desa Berlanjut 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONDISI DESA TEGALREJO DULU DAN SEKARANG 
 
         
                    Dulu Jurang                                  Sekarang dijadikan lahan untuk lapangan futsal 
 
             
       Dulu jembatan tidak layak                                       Kondisi jembatan sekarang  
 
 
         
            Dulu akses ke pemakaman sangat sulit                 Sekarang telah dibangun jalan menuju pemakaman 
        
          Dulu jalan masih pasir dan tidak beraspal                               Sekarang sudah beraspal  
      
                Sebelum adanya talud dan drainase                                Setelah dibangun talud dan drainase 
 
 
            
             Bumi perkemahan dulu                                           Bumi perkemahan sekarang 
 
Bumi perkemahan sekarang 
           
Dulu petani tidak punya sumur jika kekeringan melanda                        Sumur petani sekarang 
 
 Desa Tegalrejo kini mempunyai alun-alun desa 
 
Ditengahnya disediakan lapang untuk anak-anak yang berolahraga. Sedangkan disisi luar bisa 
digunakan untuk bersantai.  
 
 
DOKUMENTASI PENELITI DENGAN NARASUMBER 
 
 
    
 
               
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rincian penggunaan Dana Desa di Desa Tegalrejo  
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tahun 2017 
 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
Kegiatan  Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) 
No Uraian Pengeluaran 
Volume Harga Satuan Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 Belanja Barang dan Jasa   15.000.000,00 
 Belanja Honorarium Tenaga Administrasi   15.000.000,00 
 - Petugas Entri 
- Petugas SID 
- Pengembangan SID 
- Sosialisasi Masyarakat 
500kk 
12bulan 
1 Ls 
1 Ls 
1.000,00 
200.000,00 
5.000.000,00 
7.100.000,00 
500.000,00 
2.400.000,00 
5.000.000,00 
7.100.000,00 
2 Belanja Modal   20.000.000,00 
 Belanja Modal Pengadaan Komputer   20.000.000,00 
 - Komputer PC M32CD-i7 
- Printer Scaner Epson 
- UPS 
1Paket 
1Buah 
1Paket 
14.500.000,00 
3.500.000,00 
2.000.000,00 
14.500.000,00 
3.500.000,00 
2.000.000,00 
 Jumlah (Rp)   35.000.000,00 
Kegiatan Penyusunan Profil Desa 
1 Belanja Barang dan Jasa   15.000.000,00 
 Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan   15.000.000,00 
 - Percetakan Blanko DDK 
- Honor Tenaga Entri 
- Honor Pengumpulan Data 
- Sosialisasi Masyarakat 
2.500Ls 
500 KK 
500 KK 
1 Ls 
 
200,00 
1.000,00 
1.250,00 
13.375.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
625.000,00 
13.375.000,00 
 Jumlah (Rp)   15.000.000,00 
Kegiatan Monitoring Perkembangan Desa 
1 Belanja Barang dan Jasa   5.000.000,00 
 - ATK 
- Foto Copy dan Cetak 
- Konsultasi 
1Paket 
1Paket 
1Paket 
1.500.000,00 
2.000.000,00 
1.500.000,00 
1.500.000,00 
2.000.000,00 
1.500.000,00 
 Jumlah (Rp)   5.000.000,00 
 JUMLAH KESELURUHAN (RP)   55.000.000,00 
  
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 
No Uraian Pengeluaran 
Volume Harga Satuan Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 Belanja Modal    
1.1 Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa           
211.205.000,00 
 1. Cor Jalan RT 15   50.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Semen PC 
- Batu Pecah 2-3 (Pecah Mesin) 
- Bogesting Kayu 4cmx6cmx3m 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
- Pekerja 
51 m3 
502Sak 
60 m3 
30 Btg 
5 Buah 
7 Hari 
14 Hari 
14 Hok 
 
240.000,00 
45.000,00 
220.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
12.240.000,00 
22.590.000,00 
13.200.000,00 
450.000,00 
50.000,00 
350.000,00 
140.000,00 
980.000,00 
 Jumlah (Rp)    
 2. Cor dan Lis Jalan Lapangan s/d Kantor Desa   190.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Semen PC 
- Batu Pecah 2/3 Pecah Mesin 
- Batu Gebal 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 
- Bogesting 10cm 
- Tukang 
- Pekerja 
160 m3 
1800Sak 
180 m3 
41 m3 
35 Hari 
35 Hari 
32 Buah 
90 Hok 
186 Hok 
240.000,00 
45.000,00 
220.000,00 
240.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
50.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
38.400.000,00 
31.000.000,00 
39.600.000,00 
9.840.000,00 
1.750.000,00 
350.000,00 
1.600.000,00 
6.300.000,00 
11.160.000,00 
 3. Trotoar Jalan Lingkungan Balai Desa   21.205.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Semen PC 
- Batu Bata Merah 
- Sirtu Urug 
- Batu Pecah 2-3 (Pecah Mesin) 
20 m3 
145 Sak 
3.000Buah 
16 m3 
12 m3 
240.000,00 
45.000,00 
750,00 
130.000,00 
220.000,00 
4.800.000,00 
6.525.000,00 
2.250.000,00 
2.080.000,00 
2.640.000,00 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkon 2 Unit 
- Tukang 
- Pekerja 
7 Hari 
14 Hari 
14 Hok 
24 Hok 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
 
350.000,00 
140.000,00 
980.000,00 
1.440.000,00 
 
Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Talud 
1.2 Belanja Modal Pengadaan Saluran Drainase/Talud   475.000.000,00 
 1. Pembangunan Talud Futsal   100.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Batu Kali 
- Semen PC 
- Benang 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
- Tukang 
- Pekerja 
112 m3 
128 m3 
600 Sak 
20 Buah 
13 Buah 
24 Hari 
48 Hari 
72 Hok 
120 Hok 
240.000,00 
250.000,00 
45.000,00 
3.500,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
26.880.000,00 
32.000.000,00 
27.000.000,00 
70.000,00 
130.000,00 
1.200.000,00 
480.000,00 
5.040.000,00 
7.200.000,00 
 2. Pembangunan Drainase RT 09   30.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Batu Kali 
- Batu Merah 
- Semen PC 
- Benang 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
- Tukang 
- Pekerja 
24 m3 
32 m3 
4.496 Biji 
162 Sak 
8 Buah 
9 Buah 
14 Hari 
28 Hari 
28 Hok 
42 Hok 
240.000,00 
250.000,00 
750,00 
45.000,00 
3.500,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
5.760.000,00 
8.000.000,00 
3.372.000,00 
7.290.000,00 
28.000,00 
90.000,00 
700.000,00 
280.000,00 
1.960.000,00 
2.520.000,00 
 3. Pembangunan Drainase RT 10   30.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Batu Kali 
- Batu Merah 
- Semen PC 
- Benang 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
24 m3 
32 m3 
4.496 Biji 
162 Sak 
8 Buah 
9 Buah 
14 Hari 
28 Hari 
240.000,00 
250.000,00 
750,00 
45.000,00 
3.500,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
5.760.000,00 
8.000.000,00 
3.372.000,00 
7.290.000,00 
28.000,00 
90.000,00 
700.000,00 
280.000,00 
- Tukang 
- Pekerja 
28 Hok 
42 Hok 
70.000,00 
60.000,00 
1.960.000,00 
2.520.000,00 
 4. Pembangunan Drainase RT 11   30.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Batu Kali 
- Batu Merah 
- Semen PC 
- Benang 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
- Tukang 
- Pekerja 
24 m3 
32 m3 
4.496 Biji 
162 Sak 
8 Buah 
9 Buah 
14 Hari 
28 Hari 
28 Hok 
42 Hok 
240.000,00 
250.000,00 
750,00 
45.000,00 
3.500,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
5.760.000,00 
8.000.000,00 
3.372.000,00 
7.290.000,00 
28.000,00 
90.000,00 
700.000,00 
280.000,00 
1.960.000,00 
2.520.000,00 
 5. Pembangunan Talud Timur Grenjengan   60.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Batu Kali 
- Semen PC 
- Benang 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
- Tukang 
- Pekerja 
56 m3 
72 m3 
400 Sak 
20 Buah 
5 Buah 
18 Hari 
36 Hari 
54 Hok 
90 Hok 
240.000,00 
250.000,00 
45.000,00 
3.500,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
13.440.000,00 
18.000.000,00 
18.000.000,00 
70.000,00 
50.000,00 
900.0000,00 
360.000,00 
3.780.000,00 
5.400.000,00 
 6. Pembangunan Talud Pilangsari   60.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Batu Kali 
- Semen PC 
- Benang 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
- Tukang 
- Pekerja 
56 m3 
72 m3 
400 Sak 
20 Buah 
5 Buah 
18 Hari 
36 Hari 
54 Hok 
90 Hok 
240.000,00 
250.000,00 
45.000,00 
3.500,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
13.440.000,00 
18.000.000,00 
18.000.000,00 
70.000,00 
50.000,00 
900.0000,00 
360.000,00 
3.780.000,00 
5.400.000,00 
 7. Pembangunan Drainase RT 8   20.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Batu Kali 
- Batu Merah 
16 m3 
20 m3 
3.500 Biji 
240.000,00 
250.000,00 
750,00 
3.840.000,00 
5.000.000,00 
2.625.000,00 
- Semen PC 
- Benang 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
- Tukang 
- Pekerja 
100 Sak 
10 Buah 
4 Buah 
12 Hari 
24 Hari 
24 Hok 
24 Hok 
45.000,00 
3.500,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
4.500.000,00 
35.000,00 
40.000,00 
600.000,00 
240.000,00 
1.680.000,00 
1.440.000,00 
 8. Pembangunan Talud Timur Sambung Blader   145.000.000,00 
 - Pasir Pasang 
- Batu Kali 
- Semen PC 
- Benang 
- Ember 
- Sewa Molen 
- Sewa Angkong 2 Unit 
- Tukang 
- Pekerja 
120 m3 
232 m3 
770 Sak 
20 Buah 
8 Buah 
26 Hari 
52 Hari 
130 Hok 
208 Hok 
240.000,00 
250.000,00 
45.000,00 
3.500,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
28.800.000,00 
58.000.000,00 
34.650.000,00 
70.000,00 
80.000,00 
1.300.000,00 
520.000,00 
9.100.000,00 
12.480.000,00 
 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
No Uraian Pengeluaran 
Volume Harga Satuan Jumlah 
 Belanja Barang dan Jasa   10.950.000,00 
 - Operasional PPKBD 
- Penyuluhan Program KKBPK 
- Operasional Kader KB 
12 Bulan 
12 Ls 
75 Keg 
100.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
1.200.000,00 
6.000.000,00 
3.750.000,00 
 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat KIE    4.050.000,00 
 - Pengadaan Alat KIE KB 1 Paket 4.050.000,00 4.050.000,00 
 Jumlah (Rp)   15.000.000,00 
     
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 
 Belanja Barang dan Jasa   10.000.000,00 
 - ATK 
- Fotocopy 
- Rakor Persiapan Sosialisasi 
- Konsumsi Sosialisasi 
1 Paket 
1.210Lmbr 
10 Org 
100 Org 
783.000,00 
200,00 
40.000,00 
40.000,00 
783.000,00 
242.000,00 
400.000,00 
4.000.000,00 
- Narasumber PNS 
- Narasumber Non PNS  
- Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan 
Anak 
- Transport 
- Honor Joyoboyo 
2 Org 
1 Org/Hr 
50 Lmbr 
 
100 Org 
12 Bln 
200.000,00 
500.000,00 
1.500,00 
 
30.000,00 
50.000,00 
400.000,00 
500.000,00 
75.000,00 
 
3.000.000,00 
600.000,00 
    Sumber : Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa tahun 2017, diolah 
 
